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ABSTRAKSI

NUGRAHADI WARUJU, Hukum Perdata, Fakultas Hukum mrisitas Brawijaya,
Juli 2011, Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintabmdr 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegaNegeri Sipil Terhadap
Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian PegaNegeri Sipil di
Pengadilan Agama Kabupaten Malandlfa Azizah, S.H., M.Kn; Ummu Hilmy,
S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigaasalah efektivitas pasal 8
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 198@&dap perlindungan hak
anak dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sigllinddilatarbelakangi dengan
adanya isi pasal yang menyebutkan bahwa “Apabilecepaian terjadi atas
kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajimyeeahkan sepertiga untuk
Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sg@etntuk bekas isterinya dan
sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”. Namun kexgataannya yang terjadi
banyak putusan majelis hakim yang tidak menerapkaal tersebut, dimana suami
tidak memenuhi kewajiban terhadap anak-anaknyartartan isterinya. Hal inilah
menyebabkan belum adanya penegakan hukum yang delasterang (tuntas)
mengenai pelaksanaan pemberian hak untuk isteradak-anaknya atas sebagian
gaji suami jika terjadi suatu perceraian.

Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendakamatap efektivitas pasal 8
ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 198adegh perlindungan hak anak
dalam proses perceraian PNS maka metode pendekaten digunakan adalah
yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganaji@enasalahan yang ditetapkan
secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yaua di dalam masyarakat.
Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secakaiptéskualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolelalpan atas permasalahan yang
ada bahwa terdapat kekurangefektifan dalam penenagsal 8 ayat (2) Peraturan
Pemerintah No 10 tahun 1983 terhadap pemenuhaarfakdan mantan isteri dari
Pegawai Negeri Sipil setelah terjadinya perceraigial ini karena adanya
hambatan-hambatan, yaitu hambatan dalam dari sl # ayat (6) yang tidak
sesuai dengan hukum Islam, majelis hakim takut mggjlar asas hukum acara,
ketidaktahuan isteri akan adanya peraturan terselant putusan perceraian tidak
secara eksplisit menghukum suami untuk memberikéitah kepada anak.
Menyikapi fakta-fakta di atas, maka perlu kiranygb&radaan sanksi difungsikan
kembali terhadap setiap bentuk pelanggaran di bidk@pegawaian sebagai upaya
untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran terpad®eraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintahd¥etsd Tahun 1990 tentang
izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Ne&apil serta untuk lebih
melindungi hak mantan isteri dan anak-anak khusaseielah ditinggal cerai orang
tuanya yang mengajukan permohonan perceraian gdjadéan Agama Kabupaten
Malang.

Xi



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahay&agsg diciptakan
sebagai makhluk yang sempurna di antara makhlumkyai Manusia diciptakan
di dunia ini tidak hanya diberi hawa nafsu sajafgejuga diberi akal, rasa, dan
karsa sehingga mampu untuk berpikir dan membeda#lyang baik dan buruk.
Manusia hidup di dunia ini mengalami beberapa tahagehidupan, yaitu
kelahiran, anak-anak, dewasa, dan kematian. Satatpsoses kehidupan manusia
di saat dewasa ialah membentuk sebuah keluarganuarginginkan suatu
keturunan untuk meneruskan garis keturunan kelagegagar terus berlanjut dari
satu generasi ke genarasi selanjutnya. Membentukakekeluarga adalah juga
menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada adoni isteri tersebut.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka yang harusngité adalah melakukan
suatu perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara priavaamta dalam suatu
rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yandpdukx disatukan dengan
segala kelebihan dan kekurangan. Perkawinan bukagahsekedar memenuhi
kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan téthpi dari itu, yaitu suatu
ikatan atau hubungan lahir batin antara seorargygan wanita untuk membina
rumah tangga dan keluarga yang sejahtera, bahagiand suami istri akan
memikul suatu amanah dan tanggung jawab. Perkawiaag dilangsungkan ini

diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sapaparemisahkan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 19#&htang
Perkawinan diberlakukan di masyarakat di manatsdiun kemudian dikeluarkan
juga Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksatnaPeraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangdgntieomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan ruenundang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya sekedar sebagai pedbuatan keagamaan,
sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan diggké&am sepenuhnya pada
hukum masing-masing agama dan kepercayaan yangtdiakyat Indonesia.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopaiegdengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kedudngmah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msédua E

Setiap perkawinan bertujuan untuk membina kelugayay bahagia dan
kekal dengan ridho Allah. Dalam perjalanan sebualudkga biasanya tidak
sesuai yang diharapkan. Cita-cita serta tujuarark@erkawinan tidak selamanya
dapat dicapai, terlebih-lebih jika ikatan suamriigang begitu kokoh itu rusak
serta hancur berantakan karena ada penyebabnyad#aipaya dan kesengajaan
untuk merusak hubungan ikatan perkawinan tersebuigka perbuatan yang
demikian dimurkai bahkan dibenci Allah, bahkan dalaagama Islam
melarangnya karena yang demikian itu mengarah padmraiaﬁ. Ada masalah-
masalah yang menyebabkan perselisihan antar suamiisieri. Perselisihan
seperti ini dapat menjadi masalah yang serius yagrgyebabkan suami atau isteri

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama

! Syahrani Riduan dan AbdurrahmaMasalah-masalah Hukum Pekawinalumni,
Bandung, 1978, hal 9.

2 Mohammad Anwar, Hukum Perkawinan dalam Islam dan Pelaksanaannya
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1%aarif, Bandung, 1984, hal 62.



Perceraian dapat dilakukan jika dirasakan lebik daripada tetap berada
dalam ikatan perkawinan yang tidak dapat diterus&gn Dengan perkataan lain
perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagdakan yang terakhir setelah
berikhtiar dan segala daya upaya dilakukan untukdamaikan kedua belah
pihak, tetapi ternyata tidak ada jalan lain kecuainya dengan perceraian
diharapkan kebahagiaan suami istri itu dapat dipkerkembali dikemudian hari.
Hal itu dikarenakan dalam setiap terjadi suatu graian, anak selalu menjadi
korban dari apa yang dilakukan orang tuanya tetseBuak-anak sangat
dirugikan baik dari segi material maupun dari pkigs setelah orang tuanya
bercerai. Dari segi psikologis anak yang seharusngadapat suatu perhatian
sepenuhnya dari kedua orang tuanya menjadi hanyaapat perhatian dari ibu
atau ayahnya saja yang telah mendapatkan hakaasikh Selain itu tekanan dari
lingkungan disekitarnya yang secara tidak langsmegdapat cap sebagai anak
dari keluarga yangBroken Home pasti juga akan menghinggapi dalam
perkembangan pikirannya. Hal ini bisa membuat anakjadi terhambat dalam
perkembangan pikirannya serta menjadi minder dalg®rgaulan di
lingkungannya.

Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus mendagdindungan,
bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karergaldm dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnyayggehia memiliki hak-hak
asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dinolih individu-individu
lainnya. Secara biologis dan psikologis anak bexbdehgan orang dewasa dan
rentan terhadap segala kondisi dan situasi yangatdapempengaruhi

perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih kdhingga anak selalu



digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalases pertumbuhan fisik
dan jiwanyd Hal tersebut dikarenakan anak termasuk kedalatomimk
individu yang masih memiliki ketergantungan yan@tedengan orang lain,
memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebu&mh khusus, serta masih
membutuhkan perlindungan dan perawatan yang befdiiasus pula. Bentuk-
bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupaladmentuk kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agaatdaidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sdsngan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari&skedan diskrimindsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2817 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adasdaborang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anafs yesih dalam kandungan.
Sedangkan makna dari Perlindungan Anak adalah asef@gagiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya ag@atdaidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimahsdsangan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari&skeidan diskriminasi.

Perceraian dalam istilah ahli figih disebut talékuafurgah. Talak berarti
membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Futogtarti bercerai, yang
merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian keduagtadh ini dijadikan istilah
oleh para ahli figih yang berarti perceraian ansarami istri.

Islam menginginkan perkawinan itu kekal di antawansi isteri, kecuali

dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, yaituatesgbab maut salah seorang

% Riza Nizarli “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anakfiakalah disampaikan dalam
Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sama Deplke¥t Prov. NAD dengan Unicef, 21 Juli
2004, hal. 2.

# UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnalsaPa angka 2.



di antara mereka berdua. ltulah sebabnya dalamkoiela perkawinan “tidak

disahkan perkawinan untuk sekedar bersenang-seyemy terbatas waktunya
(sementara) yang disebut nikah mutdiNamun demikian Islam tidak mengikat
mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah thatau perceraian.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatpkeceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadéseiah pengadilan berusaha
mendamaikan tetapi tidak berhasil. Perceraian dapkkukan bila telah
memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum @edh 9 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan sebagai berikut: untuk melakuparceraian harus ada
cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tideknadtapat hidup rukun sebagai
suami istri, disamping itu dipertegas lagi dalammaRean Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaalandgaUndang Nomor 1
Tahun 1974 pada Pasal 19 Perceraian dapat tegesh& alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemgiewkadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamatdan berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sahka&teena hal lain di luar
kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lim&fkin atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayyang

membahayakan pihak lain.

® Abdurrahman Taj,Ahkamul Ahwalisy Syahsiyah fish-Syariatil Al-Islgati Darul
kitab, Mesir, 1374 H., 1955 M., hal. 55.



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemigigan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi peibah dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamah tangga.

Adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukdepmhn Pengadilan
semata-mata ditujukan demi kepastian hukum pegerdu sendiri. Seperti
diketahui bahwa putusan pengadilan yang berasal ldambaga Peradilan
mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifagrkat terhadap para pihak
yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adafgansengikat ini maka para
pihak yang tidak menaati putusan pengadilan dapattdt sesuai dengan hukum
yang berlaku. Setelah perkawinan itu putus karesr@gpaian, maka sejak itu
perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tdtdgm arti tidak ada upaya
hukum lagi dari para pihak, maka berlakulah seghkilbat hukum dari putusannya
perkawinan karena perceraian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melangsungkan g@&mkan maupun
perceraian tidak seperti masyarakat lain pada ungamRerlu adanya syarat-
syarat administrasi lain yang diatur dalam Perati#amerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagaWai Negeri Sipil yang
sebagian pasalnya diubah ke dalam Peraturan PeameNomor 45 Tahun 1990.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur NegAtadi Negara, dan
Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yan§ bagi masyarakat dalam
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada penatperundang-undangan yang

berlaku’® Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian inaka

® Sastra Djatmika, Marsondjukum Kepegawaian di Indonesi®jambatan, Jakarta,
1985, hal 3.



kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang @letidupan berkeluarga yang
serasi, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil dift@maketentuan disiplin yang
tinggi.

Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PegawgeN Sipil harus
memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yamgséngkutan. Ketentuan
berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahuluRigabat bagi perkawinan
dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidaéngurangi ketentuan-
ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan mkmeraian itu sendiri.
Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mgag yang bersangkutan
mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipiimidtaan izin untuk
bercerai itu harus diajukan secara tertulis deng@mcantumkan alasan yang
lengkap dan kuat. Peraturan Pemerintah yang mengetsalah izin perkawinan
dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini ad&eatraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nd@oTahun 1983
Tentang lIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegsegeri Sipil.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 TaB@f Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 10 TaB88 bertujuan untuk
mengangkat derajat kaum wanita serta untuk meligidbak-hak dari seorang
wanita/isteri dan anak-anak dari Pegawai Negeril &psebut. Di dalam Pasal 8
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1&&3arng izin perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peaati®emerintah Nomor 45
Tahun 1990 tentang perubahan terhadap Peraturaarifgah Nomor 10 Tahun
1983 menyebutkan bahwa “Apabila perceraian tergds kehendak Pegawali

Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan separtuntuk Pegawai Negeri



Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk béitasinya dan sepertiga untuk
anak atau anak-anaknya”.

Berdasarkan laporan data tentang perkara perceyaiag diterima oleh
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tiga taewakhir mengalami
kenaikan. Pada tahun 2006 sudah tercatat 2.74% k@saeraian yang diajukan
oleh masyarakat Kabupaten Malang, tahun 2007 b&ju.625 kasus, tahun
2008 berjumlah 2.145, dan pada tahun 2009 berjut263 putusan serta 5.755
perkara masih dalam proses persidangan. Angka bteérseelah membuat
Kabupaten Malang menempati posisi kedua angka a@cetertinggi di Jawa
Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Mengenai jumfadrceraian yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilagatha Kabupaten Malang
pada tahun 2010 berjumlah 183 kasus yang terdiri Gfa cerai talak dan 117
cerai gugaf. Dari sekian putusan tersebut ada yang tidak seéesaag memutus
untuk memberikan nafkah untuk anaknya dan ada palg secara tegas
menghukum seorang ayah untuk menanggung biaya malfikéuk anaknya
sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lamebhgenai hal ini.

Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Jatada tahun 2009,
angka perceraian tertinggi berasal dari KabupatanyBwvangi dengan 6.784
kasus perceraian. Posisi kedua diduduki Malang aler®g716 kasus perceraian,
Ketiga, Jember dengan jumlah 6.054 kasus percekaampat, Surabaya dengan
5.253 kasus perceraian dan kelima Blitar denganajuri.416 kasus perceraian.
Posisi ini sejak 2008 hingga 2010 tidak berubahafRata dari sekian banyak

kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupltalang, faktor-faktor

" Laporan Khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.atfuif 1990 Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, Bulan Desember 2010.



penyebab terjadinya perceraian antara lain kamms menerus berselisih, faktor
ekonomi, dan kurang harmonisnya keluarga.

Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan hukum pengash yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junctatir@n Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan peraetaégi Pegawai Negeri Sipil
yang memberikan hak penghidupan terhadap anak dkashistrinya, namun
dalam kenyataannya anak selalu menjadi pihak yamgp dirugikan akibat
adanya perceraian orang tuanya. Hal ini terjadardikakan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan PemerintahoNdt Tahun 1990 tidak
mengatur secara jelas dan terang (tuntas) bagaipelaksanaan pemberian hak
untuk anak atas sebagian gaji ayahnya jika tegadiu perceraian serta tidak
adanya sanksi yang tegas bagi Pegawai Negeriy@ipg tidak melaksanakan hak
pembagian gaji terhadap anak atau anak-anaknya.

Untuk kepentingan pemahaman terhadap realita yamgdi dalam
masyarakat tentang perceraian Pegawai Negeri $gika dirasa penting untuk
dilakukan suatu kegiatan penelitian mendalam tEpdambatan-hambatan anak
dalam memperoleh hak-haknya setelah orang tuany®rae dengan ayah yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil yang kemudian pelahannya dapat

dirumuskan sebagai berikut.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diutardkatas dapat ditarik
rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana Efektivitas Pasal 8 Ayat (2) Peraturamd?mtah Nomor
10 Tahun 1983 tentang lIzin Perkawinan dan Percer®egawai
Negeri Sipil Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalanasks
Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agdfabupaten

Malang?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis EfektivRasal 8 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentand¢Plrkawinan
dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Rerigan Hak
Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri SipRehgadilan

Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan laporan penelitian yang berjudul tgnEdaktivitas Pasal 8
Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 d@ntang Izin
Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Te@dap Perlindungan
Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipdi Pengadilan
Agama Kabupaten Malang ini diharapkan memberikan manfaat baik secara

langsung maupun tidak langsung bagi para pihak.
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1. Manfaat Teoritik:

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan tukum khususnya

bagi Hukum Perdata di bidang Hukum Perkawinan daluatga, karena

dengan adanya penegakan Peraturan Pemerintah Ndndahun 1983

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegi\egeri Sipil dapat

menstimulus keluarnya produk hukum baru dalam madgbi fenomena

hukum yang berkembang di masa mendatang.

2. Manfaat Aplikatif:

a. Bagi Peneliti,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah |belkavasan dan
pengetahuan bagi peneliti di dalam menumbuhkarjatetan berfikir
dan menganalisa masalah yang timbul di dalam malksar

b. Bagi para akademisi,
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahatuk perkembangan
ilmu pengetahuan selain itu juga dapat digunakaaga bahan kajian
untuk penelitian lebih lanjut dalam penciptakandoto hukum baru
yang ideal, khususnya masalah perceraian terutaang ilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil.

c. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi keefgésan produk

hukum yang telah dibuat dan penerapannya di dalaamyanakat

sehingga kedepannya Pengadilan Agama Kepanjen dapat

meningkatkan fungsi utamanya sebagai lembaga pemadiang

memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastiannhuk
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d. Bagi Masyarakat,
Penelitian ini dapat berguna sebagai wacana unteknbarikan
informasi keefektifitasan dan kepastian hukum gaonduk hukum
yang dibuat oleh aparat penegak hukum, terutamiaPesawai Negeri
Sipil mengenai hukum perkawinan khususnya mengesraeraian.

e. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikanwagan dan
gambaran bagi pemerintah dan pembuat kebijakamggdi nanti
dalam membuat peraturan perundang-undangan ataujakeeh
kebijakan tidak bertentangan satu sama lainnya dexgan peraturan
yang lebih tinggi maupun peraturan-peraturan yatiggkat, sehingga
peraturan-peraturan yang dibuat dapat dijalankah ohasyarakat

secara tepat.

E. Sistematika Penulisan

1. BAB | PENDAHULUAN
Berisi gambaran mengenai latar belakang penulisanysan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sisté&@matembahasan.

2. BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang uraian beberapa teori yang digunakdaiam
menganalisis permasalahan penelitian, yang natakgn digunakan
sebagai dasar dalam pemecahan masalah. Antargetainefektifitas,
perkawinan, perceraian, dan perlindungan hak anak.

3. BAB lll METODE PENELITIAN
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Menguraiakan tentang jenis dan pendekatan pemelitizariabel
penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tekpgngumpulan data,

instrumen penelitian serta teknik analisis data.

. BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan mengenai pelaksanaainguengan hak anak
setelah adanya perceraian yang orang tuanya herstatbagai Pegawai
Negeri Sipil yang diteliti serta analisis terhagagaksanaan peraturan-
peraturan perceraian Pegawai Negeri Sipil khusupelaksanaan pasal
8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1@8@&to
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPlerkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

. BABV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil [gere yang ada
secara keseluruhan, disertai saran-saran yanglukper sehubungan
dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian img yeerguna bagi

masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Pengertian mengenai perkawinan sangat bermacammadea
beragam definisi sesuai dengan dasar dan pandalagamasing-masing
pihak. Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu Iebih mperlihatkan
keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlaurumsur yang
hendak dimasukan dalam perumusan di satu pihakngedi lain pihak
dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumupangertian
perkawinan, unsur yang lain dijelaskan dalam tujbakan perumusan.
Hal ini dapat dilihat beberapa pengertian di baimal?
a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentamkia®enan.
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194&d&takan
bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antararaseg pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuambantuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarletohEnan Yang
Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinaralah ikatan antara
seorang pria dengan seorang wanita, berarti peniggwvsama dengan
perikatan (verbindtenis) Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan
Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dhl#mngan

perdata saja.

8 Dr. Abd. ShomadHukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukndonesia
Kencana, Jakarta, 2010, hal 273.

14
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Hal ini jelas bahwa menurut perundangan yang tegagmtakan
dalam KUH PerdatéBurgerlijke Wetboek)perkawinan itu hanya dilihat
dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamah mana jelas
bertentangan dengan falsafah negara Pancasilangangmpatkan ajaran
Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanydadipmenyangkut
masalah perkawinan yang merupakan perbuatan sakra(een) yang
mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/keashasehingga
perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasyriatapi juga unsur

bathin/rohani mempunyai peranan yang penting.

b. Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah
perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitiu peikatan antara
dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran TiM@ang Maha Esa,
agar kehidupan berkeluarga dan berumah tanggalsaikarabat tetangga
berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamiagamasasing. Jadi
perkawinan dilihat dari dari segi keagamaan adadahtu perikatan
jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum taghagjama yang
dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kergdna

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan robararti suatu
ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat mwdaa di dunia
tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tefagia batiniyah, bukan saja

gerak langkah yang sama dalam karya tetapi jugakgengkah yang

® prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agai@¥, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 7.
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sama dalam berdo’a. Sehingga kehidupan dalam kgluarmah tangga
itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isttasanggota keluarga
berjalan seiring bersama pada arah dan tujuangamg. Oleh karenanya
rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sladaim satu bahtera

hidup yang sama lahir dan batin.

c. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam kata perkawinan sama dengaa rk&ah
dan katazawaj Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya
(hagigat) yaknidhamyang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.
Nikah mempunyai arti kiasan yakwathaayang berarti setubuh atagad
yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. dashurut hukum
Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara waeahita calon isteri
dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harusapkan oleh wali si
wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan dite(kabul) oleh si calon
suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang sakey ynemenuhi
syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidakh, s karena
bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yamgagtatkan
Ahmad yang menyatakan “ Tidak sah nikah kecualgdanwali dan dua
saksi yang adil”.

Diantara pengertian-pengertian tersebut dapatildite@simpulan
secara sederhana inti hakikat nikah adalah pesjam@ntara calon suami-

isteri, guna membentuk suatu keluarga.
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2. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, katkawinan
itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukummgydelah ditentukan
maka perkawinan itu tidak sah. Apabila dilakukamarat perundangan
maka sah menurut perundangan, menurut hukum agake sah menurut
agama’

Perkawinan sah apabila memenuhi ketentuan pasaja? (4)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu parikeawsah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama daarkapaannya. Di
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menketentuan undang-
undang yang berlaku.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku doiresia
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksen di tempat
kediaman mempelai, di mesjid atau pun di kantormegalengan ijab dan
kabul dalam bentuk akad nikah. ljab adalah ucapanikahkan dari wali
calon isteri dan kabul adalah kata penerimaan @dan suami. Ucapan
ijab dan kabul dari kedua pihak harus terdenganadiapan majelis dan
jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebalgsii akad nikah. Jadi
sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah dkacayya ijab dari
wali perempuan dan kabul dari calon suami padaysasg sama di dalam

suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh daagpsaksi yang sah.

19 |bid Hal. 26.
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3. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang dYoin
Tahun 1974 adalah sebagai suami istri untuk memkémluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketnhéaag Maha Esa.
Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami @&rlu saling membantu
dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemaangk
kepribadiannya dan mencapai ksejahteraan baikisdirnaupun material.
Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menyretintah
Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam rmakgh dengan
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.tdpén perkawinan
adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkarukan, untuk
mencegah maksiat dan untuk membina keluarga ruamgjya yang damai
dan teratur.
4. Syarat Perkawinan
Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19&fasy
syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kezan
mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belemcapai
umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat etu& orang
tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telaehinggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakam#éeknya,

maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup dipshofiari orang
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tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mamgnyatakan
kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia at@am
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendakngia min
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atawea yang
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunars lkeuatas
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapgfitakan
kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal iniuaalah seorang
atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pexidggp, maka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal oyang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orangbigrslapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar geoaang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayatp@Sal ini
berlaku sepanjang hukum rnasing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidalentakan lain.
Menurut Hukum Islam syarat perkawinan selalu béakadengan

rukun perkawinan. Rukun perkawinan untuk melaksanagerkawinan
harus ada beberapa unsur, yaitu:
a. mempelai laki-laki/calon suami;

b. mempelai wanita/calon isteri;

1 Dr. Abd. ShomadHukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukodonesia
Kencana, Jakarta, 2010, hal 277.
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c. wali nikah;
d. dua orang saksi;

e. ijab kabul.

B. Kajian Tentang Perceraian

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasio@alg seirama
dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinyecepaian (cerai hidup),
karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawimauk membentuk keluarga
yang kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19&hyatakan
bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, nagaioe dan atas keputusan
Pengadilan. Mengenai putusnya perkawinan akibat parceraian dan atas
keputusan Pengadilan seringkali undang-undang m&nmya secara ketat, karena
tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendialad justru untuk menjaga
kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 113 481telah diatur
juga mengenai putusnya akibat perkawinan. Khususdgam pasal 114
Kompilasi Hukum Islam menyatakan juga bahwa putaspgrkawinan dapat
terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugataenagan. Adanya talak adalah
karena dari pihak suami menginginkan perceraiagiarggkan gugatan peceraian
adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak istengymmenginginkan perceraian.

Perceraian hendaknya dilakukan sebagai tindakakHigrsetelah ikhtiar
dan segala daya upaya yang telah dilakukan gundaigan kehidupan

perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagiuali hanya dengan perceraian
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suami siteri. Islam menetapkan hak talak itu bedidangan suami. Oleh karena
itu suami memiliki hak talak yaitu hak untuk meatalsterinya sampai tiga kali

talak. Namun demikian hak itu tidak dapat diperduamaoleh suami begitu saja
dengan sewenang-wenalfg.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenisakiahtau perceraian

dibedakan atas:
a) Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami apek isteri kembali, maka
jenis-jenis talak meliputi:

1. Talak raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, @na suami berhak rujuk
selama isteri masih dalam masa iddah tanpa hariengseingkan akad
nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kes&u #alak kedua.

2. Talak ba'in, terdiri atas:

(a) Talak ba’in shughraa (kecil), yakni talak yang kidaoleh dirujuk,
tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suammegkipun dalam
masa iddah.

Yang termasuk talak bai'in shughraa adalah:
(1) Talak yang terjadi sebelum adanya hubungan sekgalla al
dukhul)
(2) Talak dengan tebusan atiduuluk
(3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

(b) Talak ba'in kubraa (besar), yakni talak yang tidipat dirujuk dan

tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak ygargadi untuk ketiga

kalinya dan talak sebab li'an.

2 4.M Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesi@halia Indonesia, Jakarta,
1981, hal 30.
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b) Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talakaka jenis-jenis talak
meliputi:

1. Talak sunni (halal), yakni talak yang diperbolehkgang dijatuhkan
terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicangalam waktu suci
tersebut.

2. Talak bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yatigatuhkan pada waktu
isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaaci tetapi sudah
dicampuri pada waktu suci tersebtit.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mernkgar@ahwa untuk
melakukan perceraian harus terdapat cukup alasdmyebantara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istdasan-alasan yang dapat
dipergunakan untuk menuntut perceraian terdapdaldim Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang elatan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 19 perceraian dapaditkarena alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabpekjadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamataluwan berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yaaigaau karena hal
lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara limatafdyn atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan beslany

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayang

membahayakan pihak lain.

3 Rachmadi Usmanspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan dbriesia,
Sinar Grafika, Jakarta, hal 401.
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau perdeigian akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai sistmi/

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pmikah dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ri&kgindalam
rumah tangga.

Mengenai tata cara pelaksanaan perceraian yarkukiia oleh Pegawai
Negeri Sipil diatur lebih lanjut oleh Peraturan Reimtah Nomor 10 Tahun 1983
Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 199angnzin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Akibat adanya perceraian menurut Undang-Undang Mdmicahun 1974
apabila putus perkawinan karena perceraian mempakyat hukum terhadap
anak, bekas suami/isteri, dan harta bersama. Aklbat putusnya perkawinan
karena perceraian ini antara Iaf:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik anak-
anak, semata-mata hanya kepentingan anak, bilamdaaperselisihan
mengenai penguasaaan anak-anak, Pengadilan mearbkejutusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya ibana@n dan
pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bagalam kenyataan
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengaditgrat menentukan
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamk umamberikan
biaya penghidupan dan/atau menetukan suatu kewajiEgi bekas

isterinya.

4 pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terRengawinan.
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C. Kajian Tentang Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tah@r ljuncto
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokololPdkepegawaian,
bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri adalah merekg satelah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dangiundangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disetajast negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perunchataggan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri mempunyai peranan yang sangat gesgiab Pegawai
Negeri merupakan unsur aparatur negara untuk memyghrakan pemerintahan
dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negdajaan negara
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Uridasgr 1945 adalah
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dadamesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangea ntklaksanakan
ketertiban dunia. Keempat tujuan negara ini hanga dicapai dengan adanya
pembangunan nasional yang dilakukan dengan peraagcaryang matang,
realistik, terarah dan terpadu, bertahap, bersumggngguh, berdaya guna dan
berhasil guna.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur NegAkali Negara, dan
Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yanl bagi masyarakat dalam
tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada penatperundang-undangan yang
berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yangildan itu, maka
kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang @legidupan berkeluarga yang

serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil daptdaksanakan tugasnya secara
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baik tanpa adanya gangguan-gangguan mengenai ¢@hya. Pegawai Negeri
Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggifuknmelakukan perkawinan dan
perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperol@h terlebih dahulu dari
Pejabat yang bersangkutan. Keharusan adanya iziebite dahulu tersebut
mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukaagaelPegawai Negeri
Sipil.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tah983
menyatakan mengenai kategori pegawai yang termBsgawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a. Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalamakmd
Undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
(b) Pegawai Bank milik Negara;
(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara,;
(d) Pegawai Bank milik Daerah;
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
() Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;
b. Pejabat adalah :
1. Menteri;
2. Jaksa Agung;

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
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4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tingggara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

6. Pimpinan Bank milik Negara,;

7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

8. Pimpinan Bank milik Daerah;

9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43um&®99 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 197#ngnPokok-Pokok

Kepegawaian, di Indonesia Pegawai Negeri terciis gt

1.

2.

Pegawi Negeri Sipil (PNS)
Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Rolri

Pegawai Negeri Sipil terdiri atas:
Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu Pag&egeri Sipil yang
gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Bd\egara dan bekerja
pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-DeparteKesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikalli Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan dipekerjakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainnya.
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitualR@eg Negeri Sipil
Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibkdanpada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Peaheribderah, atau

dipekerjakan di luar instansi induknya.

'3 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajatkum Kepegawaian Di Indonesia

Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 36.



27

Baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negjeil Daerah dapat
diperbantukan di luar instansi induknya maka gajijbebankan pada instansi
yang menerima pembantuan. Di samping Pegawai N&jpil, pejabat yang
berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap)(Rfau disebut pula
honorer, yaitu pegawai yang diangkat untuk jangkaktw tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunanp lyarsifat teknis
profesional dan administrasi sesuai dengan kebntdaa kemampuan organisasi.

Pegawai Tidak tetap (PTT) tidak berkedudukan selizegawai Negeri.

D. Kajian Tentang Teori Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari leftktif dalam bahasa
Inggris “effective” yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indmraesn
memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belariéffectief” memiliki makna
“berhasil guna”’. Sedangkan efektivitas hukum setata bahasa dapat diartikan
sebagai keberhasil-gunaan hukum, dalam hal inidnex&n dengan keberhasilan
pelaksanaan hukum itu senditi.

Di dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto meggapkan bahwa
yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah aegphya yang dilakukan
agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-bedap lialam masyarakat,
artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secamadiy, sosiologis, dan

filosofis.1’

'8 Nurul Hakim,Efektivitas Sistem Arbitrase dan Alternatif Pengalan Sengketa Dalam
Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan (online),
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdB Maret 2011).

" Soerjono Soekantdegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Huk@iira Aditya,
Bandung, 1989, hal. 53.
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Menurut Friedman dalam teori Aktualisasi Sistem #uk dalam
penegakan hukum ada tiga faktor dominan yang megapehinya, yaitu :
Substance, Structure, dan Cultiife

1. Substanceadalah ketentuan, aturan atau materi hukum yamgnakan
untuk mendukung teraktualisasinya atau tegaknyarhnttiersebut.

2. Structure adalah lembaga yang diciptakan dengan berbaggsiiuya.

3. Culture adalah sesuatu yang menyangkut dengan nilaip,skebiasaan,
cara bertindak dan cara berpikir seseorang/ masytatarhadap hukum
yang ada.

Kemudian menurut Soerjono Soekanto dalam teoritiefeds berlakunya
hukum dalam penegakan hukum ada 5 faktor dominag y@empengaruhinya,
yaitu:*°

1. Faktor Hukumnya itu sendiri atau materi hukum asawalari pada hukum
yang digunakan.

Menurut Purnadi, syarat hukum yang idial itu adaabara filosofis harus

mencapai keadilan, secara sosiologis memang dikartubleh masyarakat

dan secara yuridis harus sesuai dengan asas perkdoenperaturan
perundang-undangan yang baik, seperti misalnya &sasposterior
derogat lex perior, lex superior derogat lex inteti dan lex specialist
derogat lex generalistAsas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik sebagaimana diamanatkan dalam pasal Sandgndhdang

8 Zulkarnain Adinegara, Pelaksanaan Penegakan Hukum Menjadi Pondasi
Pembangunan Nasional (online)
http://www.polisiku.net/download/PELAKSANAAN%20PENEAKAN%20HUKUM%20UNBR
A%20JKT.pdf (8 Maret 2011)

19 Soerjono Soekantdsaktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan HukBajawali
PersJakarta, 2010. Hal. 8.
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Nomor 10 tahun 2004 tentang Tatacara PembuatatuReraPerundang-

undangan antara lain adalah :

a.

b.

C.

Kejelasan tujuan.

Kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat.

Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Dapat dilaksanakan.

Kedayagunaan dan hasil guna.

Kejelasan rumusan.

Keterbukaan, artinya setiap lapisan masyarakat mBy#d

kesempatan untuk memberikan masukan.

. Faktor profesionalitas penegak hukum, yakni fihhl yang membentuk

maupun menerapkan hukum. Dalam kasus penegakamhapapun juga

termasuk dalam penegakan hukum pemberantasan tpdaka korupsi,

faktor profesionalitas ini sangatlah menentukanamakajian lebih lanjut

Prof. Satjipto Rahardjo sebagai salah satu pakasio®gi Hukum

menjelaskan bukan saja profesionalitas, tetapi meparat penegak

hukum juga sangat penting.

. Faktor Sarana atau Fasilitas yang tersedia dalanumeng pelaksanaan

hukum itu sendiri. Dalam penjelasannya dikemukad@ara lain :

a.

b.

Organisasi yang baik.

Prasarana dan peralatan yang to datedan memadai akan sangat
mempengaruhi efektifnya suatu hukum ditegakkan.a§aibcontoh
selalu dikemukakan misalnya peraturan perundangngeh lalu

lintas akan sangat efektif dijalankan jika didukwigh prasarana dan
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peralatan seperti rambu-rambu lalu lintas, sisteBT\C yang baik
sehingga dapat memberikan informasi dalam pengeiolalu lintas
dan lain-lain.

c. Dukungan keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukureeieut berlaku atau
diterapkan.

a. Masyarakat mempunydrive, motivasi,attitude actiondanbehaviorg
sehingga hukum itu efektif tergantung pada patudakiiya
masyarakat terhadap hukum.

b. Setiap masyarakat mempunyai karakteristik dan ifgtedi tertentu
sehingga masing-masing strata mempunyai budayanhskadiri.

5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cigin rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergautiup.hKebudayaan
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilananmerupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dipnagik (sehingga
dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehinggadiri)?° Dalam faktor
ini dapat dijelaskan :

a. Cita rasa masyarakat terhadap keberadaan hukum setndiri
bagaimana.

b. Tradisi dan perspektif masyarakat dalam penyelessagketa.

c. Kebiasaan dan dasar pemikiran masyarakat harus tuieinhakum.

% Soerjono Soekantd;aktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan HukBRajawali
PersJakarta, 2010. Hal. 45.



31

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitangdeneratnya, oleh karena

merupakan esensi dari penegakan hukum, serta jugrapakan tolok ukur

daripada efektivitas penegakan hukum.

Lebih lanjut adapun mengenai term efektivitas seaanum Soerjono

Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitatusiakum ditentukan antara

lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukermasuk para penegak

hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bafwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatdikator
berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsingauim merupakan
pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujudum, yaitu
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi nastardalam
pergaulan hidup”.

Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukomasalah kepatuhan

atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kkaddadh hukum pada

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam manadfektif tidaknya

sesuatu yang ditetapkan dalam hal ini hukéam.

Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi huktamaalair™:

a. Compliance

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan subalan dan usaha
untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkkedakan apabila
seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pesgawgsng ketat
terhadap kaidah hukum tersebut. Patuh hukum kaiegan dapat

penghargaan dan menghindari sanksi.

20.

L Soerjono Soekant®enegakan HukunBinacipta, Bandung, 1983, hal. 62-63.
2 Soerjono Soekant@osiologi ; Suatu PengantaRajawali Pres, Bandung, 1996, hal.

% Otje Salman dan Anthon F. SusanBeberapa Aspek Sosiologi Hukudlumni,

Bandung, 2004, hal 53
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b. Identification
Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum adeaarbikarena nilai
intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelomigb&p terjaga serta
ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenartuk
menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

c. Internalization
Seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakeara intrinsic
kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuagatemilai-nilainya
dari pribadi yang bersangkutan.

d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamam evadah hukum

yang ada.

E. Kajian Tentang Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan karunia Allah SWT yang harus menda@dindungan,
bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karertmldm dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnyaggehia memiliki hak-hak
asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dinadlén individu-individu
lainnya. Secara biologis dan psikologis anak bexldehgan orang dewasa dan
rentan terhadap segala kondisi dan situasi yangatdapempengaruhi
perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih kdiingga anak selalu
digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalases pertumbuhan fisik

dan jiwanyd®. Hal tersebut dikarenakan anak termasuk kedalatomipsk

4 Riza Nizarlj “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”, Makalahis@mpaikan
dalam Seminar tentang Hak Asasi Manusia kerja sBmpkeh HAM Prov. NAD dengan Unicef,
21 Juli 2004 hal. 2
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individu yang masih memiliki ketergantungan yan@tedengan orang lain,
memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebugumh khusus, serta masih
membutuhkan perlindungan dan perawatan yang beitdiizsus pula. Bentuk-

bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupaladmntuk kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agaatdaidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sdsngan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari&s&kedan diskriminasi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2@ 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adsdaborang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anafy yesih dalam kandungan.
Sedangkan makna dari Perlindungan Anak adalah asef@gagiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agaatdaidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimahsdsangan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari &ekeidan diskriminasi.

Di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2Buil 2002
tentang Perlindungan Anak, adapun yang dimaksudjaserHak anak adalah
bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamimdidingi, dan dipenuhi oleh
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dgaraelLebih lanjut di dalam
BAB Il Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentargyliRdungan Anak,
telah diatur mengenai hak-hak dari anak mulai Basal 4 sampai dengan Pasal
18. Kemudian dari 15 hak-hak tersebut yang sesesmigah kajian dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

5 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnalsalPa angka 2.
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. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, bevkeg, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dwartabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari &sker dan

diskriminasi (Pasal 4).

. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamdmeraikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan d&anyas dalam

bimbingan orang tua (Pasal 6).

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangyfyasibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidglat menjamin
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan téerlaraka anak
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai amdkaau anak angkat
oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peratuweaimgang-undangan
yang berlaku (Pasal 7).

. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan darggparan dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecamdga sesuai
dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam(hyakhusus bagi
anak yang menyandang cacat juga berhak mempereietidikan luar

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggyleya berhak

mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangaliaatau pihak lain

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhdrgkbmendapat

perlindungan dari perlakuan:
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(@) diskriminasi;

(b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
(c) penelantaran;

(d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
(e) ketidakadilan; dan

(H perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh analakukan segala

bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayatm@ka pelaku

dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).

f. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuaegdirs, kecuali jika
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menanjukiahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik &agk dan merupakan
pertimbangan terakhir (Pasal 14).

Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraiarbbanya ayah atau
ibu yang mempunyai hak, tetapi anak-anak keturwwearg dihasilkan selama
perkawinan juga memiliki hak yang harus diperhatildan dilaksanakan oleh
kedua orang tuanya tersebut. Mengenai akibat pyaugerkawinan akibat
perceraian khususnya dalam huruf a dan huruf buyb#rkenaan dengan
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta biayadslam hal terjadi
perceraian antara kedua orang tuanya. Kedua orag yang bercerai
berkewajiban melakukan pemeliharaan dan pendidikanak untuk kepentingan

si anak®®

% pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terRariawinan.
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Untuk anak-anak yang orang tuanya melakukan paeserdan ayahnya
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka haRkylaakelah diatur secara
khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 T4B88 Juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkanwdan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terdapat di dalamgba@sayat (2) yang menyatakan
bahwa "Apabila perceraian terjadi atas kehendala®agNegeri Sipil pria maka
ia wajib menyerahkan gajinya sepertiga untuk PegdNemeri Sipil pria yang
bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya eersga untuk anak atau anak-
anaknya”.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpelya hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beripaissecara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta pang@arlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya amalomesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtéraHal ini karena setiap adanya suatu perceraian
pihak yang paling dirugikan adalah anak. Anak yadak mengerti masalah dari
kedua orang tuanya juga harus menanggungnya ydreguseya mendapatkan
kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanydigekaSetelah orang tuanya
bercerai hal itu akan sulit tercapai karena keegdan ayah atau ibu yang
menginginkan anak ini tidak lagi berhubungan dergjaayah atau si ibu dengan
berbagai alasan pembenaran masing-masing. Untuéllangkah bijaknya bagi
suami isteri sebelum mengajukan perceraian juga ikman dan
mempertimbangkan terlebih dahulu akibat yang ditilkdin setelah perceraian

terutama bagi anak-anaknya.

%" pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terReriindungan Anak.
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F. Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jucto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pelasanya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentamy perkawinan dan
perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudiabah dan ditambah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Latankbefy munculnya
Peraturan Pemerintah ini tidak lain karena padardga, Pegawai Negeri Sipil
adalah unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat haus menjadi teladan
yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, kada dan ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku termdala#in penyelenggaraan
kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakarajksmnya tersebut maka
kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang dtehidupan yang serasi,
sejahtera, bahagia, sehingga setiap Pegawai N8gati dalam melaksanakan
tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masatasalah keluarganya.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang menceraikarerisgya adalah
memberikan biaya penghidupan baik kepada bekasinige maupun anak-
anaknya sebagaimana diatur sebagai berikut:

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawgel&ipil pria maka
ila wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk pengiad bekas isteri
dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayatald) sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkusapertiga untuk bekas

isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-g@aakn
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(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anakamakgian gaji yang
wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil priaddgp bekas isterinya
ialah setengah dari gajinya.

(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikgpabda alasan
perceraian disebabkan karena istri berzinah, daau anelakukan
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir madgaiim terhadap
suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat pdajudi yang sukar
disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan ssalama dua tahun
berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasary \&h atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

(5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isterkama tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidalaku, apabila
istri minta cerai karena dimadu, dan atau suandibah, dan atau suami
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat biaik fsaupun batin
terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk,adatn dan penjudi
yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah mgaien istri selama
dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan taafgsan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya.

(7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang &eg&utan kawin lagi,
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminyajadie hapus

terhitung mulai ia kawin lag’®

8 pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 198&q Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dand?aian Bagi PNS.
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Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsagign gaji yang
menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya seb&gataerjadinya perceraian,
tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji degai®ai Negeri Sipil bekas
suami yang telah menceraikannya. Bahkan bekas dderanak-anaknya dapat
mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secamgslang dari bendaharawan
gaji atau dengan surat kuasa atau dapat memini& dikirimkan kepadanya.

G. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Peraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan Agama dalam menangani perkara tentarrgnopenan
perceraian Pegawai Negeri Sipil harus menerima, enkea, dan mengadili
permohonan dimaksud, karena pada hakekatnya halaktioleh menolak untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajdkeagan dalil bahwa hukum
tidak atau kurang jelas,melainkan wajib untuk meksardan mengadilinyZ.

Dalam pemeriksaan perkara pemohon izin perceraegawai Negeri
Sipil tersebut, Pengadilan menetapkan hari sidamgkupemeriksaan perkara
perceraian itu selambat-lambatnya 30 hari. Pergradialam memeriksa perkara
perceraian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersatagkmenyusun Wali Hakim
yang mengadili perkara setidak-tidaknya terdirii deya Hakim, yaitu seorang
Hakim Ketua Majelis dan dua orang Hakim Anggotataselibantu oleh satu
orang Panitera Pengganti.

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud belaemperoleh izin
untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, makgguklan sebelum memulai

pemeriksaan memerintahkan terlebih dahulu kepadavize Negeri Sipil yang

29 pasal Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto bipdiindang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama
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mengajukan permintaan izin untuk bercerai kepagabpée yang berwenang dan
memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebdutkimendapatkan izin dari
pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lam@r(gnam) bulan dan tidak
diperpanjang lagi’

Apabila setelah waktu yang diberikan selama 6 (¢rautan tersebut di
atas telah lewat dan Pegawai Negeri Sipil terseimdak mencabut surat
permohonan izin perceraiannya, maka Hakim diharushkamberikan peringatan
kepada yang bersangkutan dengan menunjuk padauamteketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat saak&iss tentang disiplin
Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa pemberhentiangdentidak hormat atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Setelah usaha-usaha tersebut di atas dilaksanakeka Hakim
memerintahkan kepada Pegawai Negeri Sipil terseimitk membuat surat
pernyataan yang isinya sanggup menanggung resikg arhubungan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat]ulikan.

Apabila sebelum masa 6 (enam) bulan itu izin dagjalpat yang
berwenang telah ada atau telah keluar, maka yarsguingkutan dapat memohon
kepada Pengadilan untuk segera menyidangkan pefp@reeraian tersebut
dengan menyerahkan lampiran surat keputusan dgbaieyang dimaksud.
Setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatannhukang tetap, maka
pengadilan mengirimkan salinan keputusannya kepesjiabat yang dimaksud

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dataktu 1 (satu) bulan.

%0 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 198tng Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiatgydidasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yangujoan untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalenganalisanya dan
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktamh tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas peanaaspermasalahan yang
timbul di dalam gejala yang bersangkutadenis penelitian yang digunakan di
dalam penelitian ini adalah penelitian hukum erspiRenelitian hukum empiris
yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dariter data primet>
B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ahdgendekatan
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pemdak yang dilakukan terhadap
pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 ma83 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1983. Sedangkan pendelstisiologis yaitu,
pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi faktyahg ada di dalam
masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan maspkitindungan hak anak
setelah orang tuanya bercerai dengan ayah yantatoesr$egawai Negeri Sipil,

dengan melakukan studi langsung di Pengadilan Ag&aaupaten Malang.

31 Soerjono Soekantd?engantar Penelitian HukunPenerbit Ul-Press, Jakarta, 1986,
hal. 43.

%2 Soejono dan Abdurrahmaietode Penelitian HukumPT. Rineke Cipta, Jakarta,
2003, hal 56.
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Untuk selanjutnya hasil dari kedua pendekatan betsdihubungkan sehingga

pada akhirnya akan dapat menjawab rumusan masadddsd

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama KaliapaVlalang karena
sebagai salah satu pengadilan di mana angka kasusrgian yang tertinggi
kedua di Propinsi Jawa Timur serta pihak sebagabsu primer dan sekunder

dari penelitian ini secara langsung berada di sana.

D. Jenis Data dan Sumber Data
a. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini teddiri data primer dan

data sekunder.

1) Data Primer dalam penelitian ini adalah data tentpengetahuan,
persepsi, sikap, dan perilaku penegak hukum yamgubwer dari
pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mengdgiek penelitian
yang diperoleh langsung dari responden untuk meng#an
membahas permasalahan-permasalahan yang dikemuksdéda
untuk menganalisis mengenai hambatan perlindungak dnak
setelah orang tuanya bercerai dengan ayah yantptusrdPegawai
Negeri Sipil berdasarkan pasal 8 ayat (2) PeratBeamerintah Nomor
10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomofrattun 1990
dalam proses persidangan perceraian Pegawai Negpid di

Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
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2) Data sekunder pada dasarnya adalah data-data pempukang
diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, danternet. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa salinan puatysaceraian, data
perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupatetanyd,
peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengangsaiahan yang
diangkat dalam penelitian ini dari studi kepustaksahadap literatur
atau bahan pustaka yang mencakup buku-buku, dokdolarmen
resmi pemerintah, artikel di internet, peraturamupdangan resmi,
hasil penelitian berupa laporan skripsi, teoriitegerta pendapat-
pendapat hukum yang berhubungan erat dengan pakokapalahan
dalam peneltian ini yang diharapkan akan mampu mg&kgpi dan
memberikan wawasan yang lebih tajam dan mendaldmadap hasil

penelitian dan pembahasan penelitian secara kabalur

b. Sumber Data

1) Primer
Meliputi semua data yang diperoleh langsung meladémelitian pada
lokasi(Field Researchyang ditentukan sebelumnya, serta wawancara
langsung dengan para pihak terkait, yang dalamnhadalah Ketua
Majelis, Hakim Anggota, Panitera Pengganti, danapaihak yang
mengajukan perceraian.

2) Sekunder :
Pengumpulan data sekunder berupa salinan putusaaergan, data

perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kabupataeland dan
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studi pustaka yang meliputi Undang-Undang yangvegledengan

permasalahan dan buku-buku literatur ilmu hukumtaséulisan-

tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permiaala Data

tersebut lebih banyak dikumpulkan melalui studitpka di Pusat
Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universita
Brawijaya dan Pengadilan Agama Kepanjen. Di sampindata juga

diperoleh dengan penelusuran bahan hukum denganneangutip

langsung dan melakukan penelusuran situs-situsentert yang

berkaitan dengan permasalahan yaang dibahas alelige

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian khususnya BAB Il mengenai jenis, kekady
kewajiban, dan hak Pegawai Negeri.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perligan
Anak.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gentan
Perkawinan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JunctilRan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang lzin Perkanvi

dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data primer dalam penelitianditakukan dengan
mengadakan wawancara bebas yang menggunakimview-guidé dilakukan
untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor-fakymng menghambat penegak
hukum menggunakan dasar hukum tersebut besertaa up@yeka mengatasi
hambatan tersebut dalam proses persidangan parcgragawai negeri sipil di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini akanmgulkan dengan
menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cargumpulkan , mempelajari,
dan mengutip data dari berbagai sumber sepertiagarbliteratur, peraturan
perundang-undangan, internet, hasil penelitian dienk dengan permasalahan
yang diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk menddpat landasan teori yang
cukup kuat mendukung analisis dalam penelitiantasdata perceraian yang
masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yatgpdikan dengan cara
menyalin data perceraian dari bagian kearsipan d&#ag Agama Kabupaten

Malang.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objelgateniri-ciri yang
sama. Populasi dalam penelitian ini adalah selkkatus tentang perceraian
Pegawai Negeri Sipil yang diajukan di Pengadilarahg Kabupaten Malang.
Adapun sampel disini adalah 3 putusan tentang pearePegawai Negeri Sipil
yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Maldngnana status isteri

adalah PNS dan swasta.
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Responden di dalam penelitian ini terdiri dari 2ray hakim. 1 orang
panitera, 1 orang pengacara, dan 3 orang pihak lyarmerkara di dalam putusan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

G. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder hasil pengolahaatierslianalisis secara
deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dasrtijuan untuk memperoleh
gambaran (deskripsi) lengkap tentang peristiwa hutartentu yang terjadi dalam
masyarakat dengan menggunakan metode wawancasufa@ngengan responden
yang disesuaikan dengan permasalahan yang adaggetherjadi korelasi antara
data primer dengan data sekunder.

Deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis dgaag diperoleh dengan
menggambarkan peristiwa sesuai dengan permasajaran ada. Data primer
yang dihasilkan akan diolah dengan tahapan sebhgakut: data hasil
wawancara bebas akan direduksi terlebih dahulu atemgembuang informasi
yang tidak berkaitan dengan masalah yang ditddémudian data yang sudah
tereduksi akan dianalisis untuk mendeskripsikan ormfsi mengenai
perlindungan hak anak setelah orang tuanya bersemsaiai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 untuk kemudian drsusecara sistematis

sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang keimepsif.
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H. Definisi Operasional
a. Efektivitas hukum adalah segala sesuatu yang mabkeln hukum yang
ada dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan PemerintaltoNbén Tahun 1983
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 Hikksanakan
terhadap perkara perceraian Pegawai Negeri Sigaraefektif atau tidak.
b. Perlindungan Anak menurut Pasal 8 ayat (2) PematBesmerintah Nomor
10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomdradbin 1990 adalah
pemberian nafkah untuk anak yaitu sebesar 1/3 baga ayahnya yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan paiare di Pengadilan

Agama Kabupaten Malang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang
1. Sejarah dan Dasar Hukum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berkiasakKeputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996dil@smikan pada tanggal
28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupateargakrletak di wilayah
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. R&3iKepanjen-Malang telp.
(0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-maahgo.id., yang berada di
atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaatemg seluas 4.000 M2,
berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997g&n20 Pebruari 1997 jo.
surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Qktoh997 dan surat
Keputusan Bupati KDH. Tk.ll Malang nomor :180/31R/&29.013/1997 tanggal
18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untukb&eguonan Gedung
Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatapadfen Kabupaten
Malang.

Tanah seluas tersebut asalnya adalah tanah milk 8#kolah Perawat
Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 M2 (sertipikat Mdik nomor: 72, Surat
Ukur nomor : 00002/ Penarukan/ 1999) dan tanahkmnDesa Penarukan seluas
2.306 M2. Masing-masing tanah tersebut, sekaradgishersertipikat Hak Pakai
atas nama Departemen Agama cq. Pengadilan AgamapKen Malang dengan

sertipikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 d&ms anama Mahkamah
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Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Katarp Malang dengan
sertipikat Nomor 6 tahun 2005.
2. Wilayah Hukum
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malangpuiglwilayah
Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kotau Basalnya Kota
Administratip Batu yang sejak tanggal 17 Oktobe®R@elah diresmikan oleh
Gubernur Jawa Timur menjadi Kota Batu dan Walikgsatelah dilantik pada
tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tigaluh enam) kecamatan
meliputi 389 desa /kelurahan, khusus wilayah PertadriKota Batu terdiri dari 3
(tiga) kecamatan meliputi 23 desa /kelurahan.
3. Personalia
Personil Pengadilan Agama Kab. Malang saat iniubggh 34 Orang
yang terdiri:
a. Hakim :12 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)
b. Pegawai : 21 orang, yang terdiri kepaniteraan d@melkretariatan
c. Honorer : 15 orang
d. Satpam :2 orang
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

a. Pernyataan Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan beafat/terhormat
dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilanerkatan ketertiban

dan kepastian hukum bagi masyarakat.
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b. Pernyataan Misi

1) Melaksanakan manajemen peradilan yang baik untukumang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok

2) Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi sdgatgbatana
atau rintangan sehingga tercapai pelayanan peratinperkara
secara cepat.

3) Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnyiaggeh
tercapai persidangan yang sederhana dan denganrhiggn.

4) Memutus perkara dengan tepat dan benar sehingggpéemputusan /
penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapsaliakan
(eksekutorial) serta memberikan kepastian hukum.

5) Menyelesaikan putusan / penetapan yang telah heakak hukum
tetap dengan mengatasi segala hambatan atau antasehingga
tercapai eksekusi putusan yang memberikan pengaydmpada
masyarakat.

6) Memberi bantuan permohonan pembagian / pemisahaita ha
peninggalan di luar perkara (sengketa) dan pelayar@armerking
akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan.

7) Memberi surat keterangan kepada advokat dan menthest
keterangan riset/praktikum kepada penelitimahasigang telah
melaksanakan praktek di lingkungan Pengadilan Agama

8) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

9) Melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan lkecua

pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihakgketserta urusan
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surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga damugt@kaan yang
didelegasikan dikuasakan oleh Menteri Agama.Mengawa
pelaksanaan tugas dan tingkah laku para Hakim, weagali
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat serta fg&nPeradilan
Agama.Melaksanakan kegiatan daftar isian pengguaraggaran

(DIPA).

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanadado kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islamgemai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomohurtd 989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nd@ntahun 2006 dan
selanjutnya telah diubah kembali dengan Undangxumdéomor 50 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomi@hdn 1989 tentang
Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungaraddan Agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilaggil Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesizagse Pengadilan
Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembintaanis peradilan maupun
pembinaan organisasi, administrasi dan keuangaakukian oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat farteang bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesp&ddra-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragalama igi bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan ber#asahukum islam serta



52

wagaf, zakat, infaq dan shadagah serta ekonomi’'&@yaebagaimana di atur
dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk malakisan tugas pokok

tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi selbegikut :

a. memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan AdmiasstKepaniteraan
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan daaktki.

b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkaaading, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peraddamya

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semaosuru di
Lingkungan Pengadilan Agama.

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihtngrHukum Islam
pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apdioilinta.

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembadiarta
peninggalan di luar sengketa antar orang — orang paragama Islam

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan unpgngambilan
deposito/tabungan dan sebagainya

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya semamiuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanar/peselitian,

pengawasan terhadap advokat / penasehat hukunebagasnya.

6. Pengawasan Internal
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan arahan pgwmban hukum
yang telah digariskan dalam Rencana Pembangungkal&menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2010-2014 yang merupakan programaKegdan Pengawasan
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Mahkamah Agung tahun Anggaran 2010 dimana terdiri @ (tiga) program
yaitu:

1. Program Penerapan kepemerintahan yang baik;

2. Program Peningkatan Pengawasan dan AkuntabAgasatur Negara;

3. Program Peningkatan Kinerja.

Suatu hal yang harus disadari dan diakui lembagadpan merupakan
salah satu lembaga yang sampai saat ini masih mpanhdarotan tajam seiring
dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadalibititas dunia peradilan.
Kondisi demikian ditengarai muncul dari akumulagké&cewaan para pencari
keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya wgaigbatkan oleh
buruknya pelayanan publik peradilan.

Untuk mengatasi situasi dan kondisi tersebut, mR&agadilan Agama
Kabupaten Malang, telah mengambil langkah-langkedrah Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 145/KMiX/&III/2007 Tanggal
29 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pesayawda Lingkungan
Badan-badan Peradilan disamping temuan-temuan Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan secara regdder insidentil serta
temuan-temuan dari Hakim Tinggi Pengawas Daeralg yilaksanakan pada 6
bulan sekali. Pedoman tersebut digunakan sebaganatalam pelaksanaan dan
pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Sebagai implimentasi dari pengawasan tersebuthergéddah diterbitkan
surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama KabupatelangaNomor: W13-
A35/6046/HK.00.8/X/SK/2010 tanggal 01 Oktober 20I6ntang Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaiteriku
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Susunan Hakim Pengawas Bidang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun 2010
HAKIM PENGAWAS
NO NAMA PANGKAT/JABATAN BIDANG
H. A. Rifan, S.H. IV/a, Wakil Ketua / Hakim Koordinator Hakim
1 ;
Madya Pratama Pengawas Bidang
5 Drs. Waryono IV/a, Hakim Pratama Utama Bidang ~ Admnistras
Drs. H. M. Zainuri, S.H., M.H] IV/c, Hakim Madya Utama | Perkara
3 Dra. Enik Faridaturrohmah | IV/a, Hakim Pratama Utama Bidang  Administrasi
Drs. Mashudi, M.H. IV/b, Hakim Madya Muda | Persidangan
4 Drs. Abd. Rouf, M.H. IV/a, Hakim Madya Pratama Bida Administrasi
Umum
5 H. Syamsul Arifin, S.H. IV/a, Hakim Madya Pratama idé&ng Kinerja

Pelayanan Publik

SumberData Sekunder, diolah, 2011

dengan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Pengadiigama Kabupaten Malang

Pengawasan dilakukan setiap saat dan laporan dsbtiap 3 bulan sekali

dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi yang pipiraleh Wakil Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai koodtindakim Pengawas

Bidang sebagaimana jadwal laporan dan tindak lahadil pengawas bidang

sebagai berikut:




Tabel
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Jadwal Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasiiid

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun 2

010

NO

PERIODE
PENGAWASAN

WAKTU
PELAPORAN

KEGIATAN

KETERANGAN

Januari s/d Maret 2010

Akhir Maret 2010

Rapat ordmasi
hasil
dengan hakim

Pengawas Bidang

pengawasan temuan Hasil Pengawasan

Laporan atas temuar
bidang pada periode yang
bersangkutan sesual
catatan dalam Lembs
Temuan Pemeriksaan

(LTP) hasil pengawasan

™ —

Awal April 2010

Koordinag
tindaklanjut hasil
pengawasan deng3
Kepaniteraan/Kesekré
tariatan yang
dikoordinasikan olel
Panitera/Sekertaris

Rapat

i Laporan dan Penjelasd
tindak lanjut Hasil temuan
nPengawas bidang

h

=

April s/d Juni 2010

Akhir Juni 2010

Rapat Koordin
hasil pengawasa
dengan hakim
pengawas bidang

alaporan tas temuan
n temuan Hasil Pengawasan
bidang pada periode yang
bersangkutan sesuai
catatan dalam Lembs
Temuan Pemeriksaan
(LTP) hasil pengawasan

i —

Awal Juli 2010

Koordina
tindaklanjut hasil
pengawasan deng3
Kepaniteraan/Kesekré
tariatan yang
dikoordinasikan oleh
Panitera/Sekertaris

Rapat

5

siLaporan dan Penjelasg
tindak lanjut Hasil temuan
nPengawas bidang

h

Juli s/d September 201D

Akhir
2010

Septem

peRapat Koordinas
hasil pengawasa
dengan hakim
Pengawas Bidang

Laporan tas temuan
n temuan Hasil Pengawasan
bidang pada periode yang
bersangkutan sesual
catatan dalam Lembg
Temuan Pemeriksaan
(LTP) hasil pengawasan

m (=9

Awal Oktober 2010

Rapat Koordinal
tindaklanjut hasil
pengawasan dengd

Kepaniteraan/Kesekré
tariatan yang
dikoordinasikan oleh

=

siLaporan dan Penjelasg
tindak lanjut Hasil temuan
nPengawas bidang

h

Panitera/Sekertaris
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4 Oktober s/d DesemberAkhir Desember| Rapat Koordinas| Laporan tas temuan-
2010 2010 hasil pengawasan temuan Hasil Pengawasan

dengan hakim bidang pada periode yarg

Pengawas Bidang bersangkutan sesuali

catatan dalam Lembar

Temuan Pemeriksaan

(LTP) hasil pengawasan

SumberData Sekunder, diolah, 2011

Pada setiap rapat-rapat koordinasi ditunjuk 2 or&logulen, masing-
masing Wakil Panitera san Wakil Sekretaris. PerkamuWakil Panitera dan
Wakil Sekretaris sebagai notulen rapat dimaksudkger temuan-temuan hasil
pengawasan dapat segera ditindak lanjuti sesugiadetugas masing-masing di

bawah koordinasi Panitera/Sekretaris.
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B. Efektivitas Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nmor 10 Tahun 1983
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karengerceraian
senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum gwerian yang berlaku di
Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlakibagai peraturan hukum
perkawinan untuk pelbagai golongan warga negarautimk pelbagai daerah.
Akan tetapi yang akan dibahas disini adalah pemergang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil secara hukum Islam yang dajuéli Pengadilan Agama
Kabupaten Malang.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melangsungkan g@emkan maupun
perceraian tidak seperti masyarakat lain pada urgamRerlu adanya syarat-
syarat administrasi lain yang diatur dalam Perat@@amerintah Nomor 10 Tahun
1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagaWwai Negeri Sipil yang
sebagian pasalnya diubah ke dalam Peraturan PeameNomor 45 Tahun 1990.

Sebelum membahas secara mendalam tentang efekipatal 8 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 terkaiispn yang diputus oleh
hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka aki@laskan terlebih
dahulu mengenai keadaan umum perkara perceraigndylakukan di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010 adalah aidxaukut.

Tingkat perceraian di Kabupaten Malang cenderungihmanggi di tahun
2010. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perayadiigama Kabupaten
Malang mengungkapkan bahwa angka perceraian sdkmia 2010 mencapai
6024 kasus. Jumlah ini mengalami penurunan dibgndahun 2009 yang

mencapai 6.716 kasus. Bila dirata-rata, dalam sdiidlannya ada 502 kasus
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perceraian. Jika disederhanakan lagi, maka peraldaril6 pasangan suami isteri
yang mengajukan gugatan cerai di tahun 2010. Habiga dilihat dalam tabel
berikut, yaitu:
Tabel 1.
Data Perkara Perceraian yang Diterima

Di Lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun 2010
Bulan Cerai Talak Cerai Gugat

Januari 212 369
Februari 159 285
Maret 191 394
April 196 307
Mei 157 265
Juni 158 326
Juli 168 298
Agustus 152 219
September 152 321
Oktober 215 454
Nopember 162 348
Desember 170 346
Jumlah 2092 3932

SumberData Sekunder, diolah, 2011
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peakperceraian yang
diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang padant@&010 sebanyak 6024
kasus. Untuk perkara cerai talak yang diterima &lehgadilan Agama Kabupaten
Malang pada tahun 2010 paling banyak terjadi padianb Oktober yakni
sejumlah 215 perkara perceraian sedangkan untukampeerai gugat paling
banyak diterima oleh Pengadilan Agama KabupateraiMpluga terjadi pada
bulan Oktober yakni sejumlah 454 perkara perceraian

Sedangkan tingkat perkara perceraian Pegawai N&gaiti berdasarkan
pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983gupetaturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan daregzéan Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian wajib mempéroizin atau surat
keterangan terlebih dahulu dari pejabat atau atgsarAdapun laporan khusus
perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang di@rlan diputus di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2010 dapatatlilitari tabel berikut,

yaitu:
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LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO. 10 TAHUN 1983 jund®®’. NO. 45

TAHUN 1990

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

BULAN DESEMBER TAHUN 2010

JENIS PERKARA DIPUTUS SISA PERKARA YANG
DIPUTUS
N % Trg % Penggugat] Tergugat/
(o))
a s '3 Pemohon | Termohon | ¢
M |PENGADILAN c ) o} — = |z - T
A N o O Jumlah | § fcg % g cfg % S
AGAMA %” c e % c o %
R a |8 |8 |2 |8 |8 |& 5 ~
slelsl=s 8 ls 18 |5 |2 |5
& © < N O |x= Clo |s8|Z8|5 54
W = W = W = o S 2 L o< 5 9
2 = 12 = |2 |= c |« |2 8]|lx § ©
2] o | o | ) = |0 D|S » O
i e — Nolgalaa|z 5 a
© kel © F
< <
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 1911] 12| 13| 14]| 15| 16| 17 18 19
1 JANUARI 4 2 10 3 19 - 1 2 5 11 y. 1
2 FEBRUARI - 5 3 11 1 20 - 4 4 4 g q 2
3 MARET 4 8 4 16 - 4 13 -
4 APRIL 4 4 12 3 23 - 3 4 5 11 4 2
5 MEI - 5 2 11 1 19 - 2 2 5 1 1 - 3
6 JUNI 5 3 10 1 19 - 6 2 Vi 9 ¥ 1
7 JULI 2 1 9 12 - 2 4 1 5 4 2 -
8 AGUSTUS 1 3 5 2 11 1] 4 q ]
9 SEPTEMBER 4 1 6 3 14 - 1 3 4 B 5 E >
10 |OKTOBER 4 1 7 - 12 - 1 1 4 @ 3
11 |NOPEMBER - 4 1 6 11 - 2 2 3 r: |
12 |DESEMBER - 3 4 - 7 - 1 - Vi 4 ]
JUMLAH 451 21| 99] 18 183 23 24 4B P 36 1

SumberData Sekunder, Diolah, 2011.
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Khusus untuk laporan perkara Pegawai Negeri Sigibagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Ta4B&3 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin penkamvidan perceraian
Pegawai Negeri Sipil jumlah perkara terbesar tenia Bulan April dengan
jumlah 23 perkara dimana terbagi dalam 8 perkara talak dan 15 perkara cerai
gugat. Apabila diprosentase jumlah tingkat peregrdegawai Negeri Sipil yang
melakukan perceraian di tahun 2010 adalah hanyesael3% dari total seluruh
jumlah perceraian pada umumnya yaitu 6024 perlksmgka tersebut tergolong
sangat rendah sekali apabila dilihat dari tingketional. Sedangkan untuk adanya
surat izin dari pejabat bagi Pegawai Negeri Sighgy mengajukan gugatan
perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malartghdin 2010 adalah hanya
20% dari seluruh total jumlah perceraian yaitu fh86<ara.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah d@engmengambil
sampel berupa 3 putusan yang diambil secara aca&ndi perkara perceraian
dimaksud adalah perceraian berdasarkan Peraturaaridéah Nomor 10 Tahun
1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahub 1€#tang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Kajudi Pengadilan Agama
Kabupaten Malang. Kasus perkara dari ketiga putusasebut dapat dilihat

sebagai berikut:
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Tabel 3.
Kasus Posisi Perceraian Pegawai Negeri

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

e Penggugat
Kasus Posisi : ggug _
Suami Isteri
Berstatus sebagai TNI-AD Mengajukan
Kasus | permohonan cerai kepada Isteri den%an
rat

) status swasta, dan ia membuat s
(Suaml TNI-AD, pernyataan sanggup untuk memberikan
Isteri Swasta) | nafkah anak sebesar Rp 750.000 setiap
bulan hingga anak tersebut dewasa.

Berstatus sebagai Anggota  Polri,
Mengajukan permohonan cerai kepada
isteri dengan status sebagai PNS, ¢dan
didalam eksespsi isterinya menuntut

(SE:;?SP!lri untuk diberikan nafkah kepadanya.
X ! Karena isterinya telah diputus oleh BN
Isteri PNS) Kabupaten Malang melakukan KDRT
sehingga PA Kab. Malang menganggdap
isteri telah nuzus atau durhaka kepada
suami.

Berstatus sebagai PNS, Mengajukan

permohonan cerai kepada isteri dengan

Kasus llI status sebagai PNS, dengan alasan tefjadi
(Suami PNS, | perselisihan dan pertengkaran yang tidak -
3 dapat disembuhkan lagi antara mereka.
Sl P Dan telah berpisah rumah selama| 5
bulan, serta dikaruniai dua orang anak

SumberData Sekunder, Diolah, 2011.

Dari tabel kasus posisi perceraian di atas dajdaskan sebagai berikut:

AA, pekerjaan TNI-AD sebagai pemohon melawan XXsgrgaan swasta sebagai termohon.
Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang analsintgemasing berumur 9 tahun dan 12
tahun. Di dalam pertimbangan hakim antara pemolaontekmohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak @dg@am lagi untuk rukun dalam rumah
tangga (syikoq). Pemohon diberikan ijin untuk mesapkan ikrar talak satu kepada
termohon dan dihukum membayar nafkah anak sesusjadesurat pernyataannya yang
menyatakan sanggup membayar nafkah anak setiapriyalasebesar Rp. 750.000,- sampai
anak tersebut dewasa.

BB, pekerjaan anggota POLRI sebagai pemohon mela®gnpekerjaan PNS sebagai
termohon. Dari perkawinan tersebut mereka dikaruhiarang anak. Didalam pertimbangan
majelis hakim menyatakan bahwa telah ditemukanafdidhwa ZZ sebagai istri telah
melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan @dentécgugat telah berlaku nusyuz
maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari suamjelidahakim memberi ijin kepada
pemohon untuk mengucapkan ikrak talak satu kepadsohon.

CC, pekerjaan PNS sebagai pemohon melawan ZZ, jpakePNS sebagai termohon. Dari
perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yamgrbar 15 tahun dan 13 tahun. Di dalam
pertimbangan hakim antara pemohon dan termohonh tédajadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak adadratagi untuk rukun dalam rumah tangga
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(Marriage Breakdown), dan Pemohon diberikan ijituknmengucapkan ikrar talak satu
kepada termohon.

Tabel 4.
Putusan Perceraian Pegawai Negeri

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Putusan Hakim

Kasus

Suami

Isteri

Kasus |
(Suami TNI-AD,
Isteri Swasta)

Diputus dengan
mengucapkan ikrar talak kepa
isterinya dan dihukum untu
memberikan nafkah kepada dua anak
sebesar Rp. 750.000 setiap bulan hin
anak tersebut dewasa.

dikabulkan  untuk

a
k
nya
jga

Kasus |l
(Suami Palri,
Isteri PNS)

Diputus dengan
sebagian permohonan dan
mengucapkan ikrar talak kepa
isterinya. Untuk permohonan iste
dalam hal nafkah ditolak oleh maje
hakim karena isteri nuzus sehingga tid
berhak untuk mendapatkan nafkah d
suami.

dikabulkan untuk
untuk

Ha
ri
is
ak
ari

Kasus IlI
(Suami PNS,
Isteri PNS)

Diputus = dengan dikabulkan untu
mengucapkan ikrar talak satu kepd
isterinya akibat adanya perselisihan y3
tidak bisa didamaikan lagi antara mere
dan disimpulkan oleh majelis haki
bahwa keadaan rumah tangga mer
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SumberData Sekunder, Diolah, 2011.

Dari ketiga putusan di atas penulis telah berhrasivawancarai 3 orang
pihak yang dalam hal ini masing-masing adalah paaatan isteri dari Pegawai
Negeri Sipil tersebut. Dalam hal ini dua diantaemgenyatakan bahwa tidak
mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah Nbdndahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentamg Rerkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil khususnyal@sHal itu menyebabkan

mereka tidak menuntut pembagian gaji tersebut dindgersidangan. Salah satu
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diantaranya menyatakan mengetahui adanya aturamtisiyp karena beliau juga
berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan beldah meminta hakim untuk
menetapkan pembagian gaji sesuai dengan PP teaautetapi ditolak karena
ia telah terbukti berbuat nuzus (isteri durhakajuymelakukan KDRT terhadap
suami®® Sehingga ia tidak berhak untuk mendapatkan nafitai mantan

suaminya tersebut. Untuk anak berada dalam asubaman beliau mengaku
bahwa untuk biaya anak-anaknya setiap bulannyaaladddri gajinya sendiri
sebagai PNS dan tidak menerima dari mantan suartenggbut.

Akan tetapi untuk putusan yang nomor 1 telah set@nang dan tegas
menghukum AA sebagai suami untuk membayar dan maabenafkah untuk
kedua anaknya sebesar Rp. 750.000 setiap bulaanyaas anak tersebut dewasa.
Mengenai hal itu XX, sebagai mantan isterinya mé&akan bahwa setiap bulan ia
dikirimi uang sebesar Rp. 750.000 sebagai nafkahkuanak-anaknya tersebtit.
Akan tetapi beliau sebagai isteri tidak mengetabkan adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut karenaisyanuga tidak pernah
memberitahukan aturan tersebut kepada dirinya karanhanya seorang ibu
rumah tangga.

Sedangkan untuk putusan kasus ketiga, ZZ sebaigai Eanya pasrah
dengan permohonan cerai suaminya tersebut dan méakinta apapun di dalam
persidangan kecuali hanya perceraian. Dalam hdtahatintuk anak mantan
suami selama ini masih mengirimkan uang sebesa7&n000 setiap bulannya
untuk kedua anaknya karena anak diasuh oleh istetiaupun tidak secara

eksplisit dalam putusan tidak dihukum untuk menkaeri nafkah atas anak

% Hasil wawancara dengan YY selaku mantan isteiiRId, tanggal 27 April 2011.
% Hasil wawancara dengan XX selaku mantan isteiiRId, tanggal 27 April 2011.
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namun atas itikad baik dari ayah mau memberikakamaiintuk dua anaknya
melalui ibu/mantan isteriny3.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari leftktif dalam bahasa
Inggris “effective” yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indmraesn
memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belarféffectief” memiliki makna
“berhasil guna”. Sedangkan efektivitas hukum setaiia bahasa dapat diartikan
sebagai keberhasil-gunaan hukum, dalam hal inidmexn dengan keberhasilan
pelaksanaan hukum itu sendiri. Sehingga untuk niehge efektif atau tidak
suatu peraturan di dalam masyarakat, khususnyandbkl ini para Pegawai
Negeri Sipil yang melakukan perceraian harus ber#tas peraturan yang
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktang mempengaruhi penegakan
hukum yang terdiri sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor yang pertama ialah dilihat dari hukumnyasandiri atau materi
hukum atau isi dari pada hukum yang digunakan. akal ini mengenai
perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri $gpdapat peraturan khusus
yang mengatur tentang tata cara melakukan peroeeaturan yang dimaksud
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19&3qWeraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan damcd?Paian Pegawai Negeri

Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraieajib memperoleh
izin terlebih dahulu dari Pejabat atau atasannydulJini ia harus terlebih dahulu

mengajukan permintaan secara tertulis (pasal 3glonsaluran hierarki yang ada

% Hasil wawancara dengan ZZ selaku mantan isteririS, tanggal 25 Juni 2011.
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dalam lingkungan dimana yang bersangkutan bekpgaa( 5 ayat (2)). Dalam
surat permintaan izin bercerai harus dicantumkasas yang lengkap yang
mendasari permintaan izin tersebut.
Alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraignRegawai Negeri
Sipil adalah salah satu atau lebih alaasan sebagaitersebut di bawah ini:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemaierkadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Perceraian yang diajukan menggunakan alasan satahpgak berbuat
perzinan harus dibuktikan dengan:
1) Keputusan Pengadilan
2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua osakgi yang
telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Suraebert diketahui
oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya Caamadibuat
menurut contoh sesuai dengan Lampiran |l A Surairéid Kepala
BAKN No. 08/SE/1983, atau
3) Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak nisudan/atau
isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yamgildan, maka
pihak yang mengetahui secara tertangkap tangarmémbuat
laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.
Sedangkan perceraian yang diajukan dengan menggunsdlah satu
pihak menjadi pemabuk, penjudi, atau pemadat makastdibuktikan dengan:
1) Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yany titavasa yang
mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh p¢jaygang

berwajib serendah-rendahnya camat, yang dibuat mecantoh
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yang sesuai dengan lampiran Il Surat Edaran KepaldN No.
08/SE/1983, atau

2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang nasmgkan bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan tetanjadi
pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disemabihk
diperbaiki.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selamatalman berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sahkateena hal lain di luar
kemampuannya.

Perceraian yang diajukan menggunakan alasan inarhakus dibuktikan
dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kep¢sa, yang
disahkan oleh pejabat yang berwajib srendah-rerndatamat.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara limgi®n atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Perceraian yang diajukan dengan menggunakan alasanaka harus
dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang tekammanyai kekuatan
hukum yang tetap.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengamayyang
membahayakan pihak lain.

Perceraian yang diajukan dengan menggunakan alasanaka harus
dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter @emah.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau pemgaigan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
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Menurut pasal 7 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983yiistendapat cacat
badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat ta@k@n kewajibannya
sebagai isteri, tidak dapat dijadikan alasan umgtakukan perceraian.
Alasan ini hanyalah dapat dijadikan sebagai saitb syarat alternatif
bagi Pegawai Negeri Sipil pria untuk poligami.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pesibah dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamah tangga.
Perceraian yang diajukan dengan menggunakan alasanaka harus
dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala ndban/Kepala Desa
yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serenefatiahnya Camat.
Setiap atasan yang menerima surat permintaan rgink ercerai harus

berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suasterii tersebut. Apabila
usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan pearnizin perceraian itu

kepada Pejabat melalui saluran hierarki disertaiirpbangan tertulis selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima permintaam itu. Dalam surat

pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan leaddbjektif suami isteri

tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai pah@ambangan bagi Pejabat
dalam mengambil keputusan.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakyderceraian wajib
memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yargmukékan dalam
permintaan izin tersebut dan pertimbangan dariaatd®egawai Negeri yang
bersangkutan. Setiap Pejabat harus mengambil lsgrutselambat-lambatnya 3

(tiga) bulan sejak menerima surat prmintaan iziseieut.

% Riduan SyahraniPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeriil SPPT.Media
Sarana Press, Jakarta, 1987, hal. 65-67.
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Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila:
a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yangt dd@gawai
Negeri Sipil yang bersangkutan;
b) Tidak alasan untuk bercerai;
c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undanggrbgalaku;
dan atau
d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan afkat.se
Permintaan izin untuk bercerai dapat diberikan da@ab
a) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agamg@ gm@nut
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b) Ada alasan untuk bercerai;
c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gadayang
berlaku; dan atau

d) Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan denigainsahat.

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil pria yang mencenailserinya adalah

memberikan biaya penghidupan baik kepada bekasinige maupun anak-

anaknya. Hal ini diatur dalam pasal 8 Peraturandpiemah Nomor 10 Tahun

1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 TahurD.1@lam ketentuan

tersebut diatur antara lain:

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawgei&ipil pria maka

ila wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk pengiad bekas isteri

dan anak-anaknya.

37 |bid. hal. 68.
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(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayaiald) sepertiga
untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkusepgertiga untuk bekas
isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-g@aakn

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anakamakgian gaji yang
wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil priaddgp bekas isterinya
ialah setengah dari gajinya.

(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikgpabda alasan
perceraian disebabkan karena istri berzinah, daau anelakukan
kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maudgaiim terhadap
suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat pdajudi yang sukar
disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan ssalama dua tahun
berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasary \ysh atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

(5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isterkara tidak berhak atas
bagian penghasilan dari bekas suaminya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tealaku, apabila
istri minta cerai karena dimadu, dan atau suandibah, dan atau suami
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat biaik fsaupun batin
terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk,adatn dan penjudi
yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah mgaicen istri selama
dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan taaf@san yang sah atau

karena hal lain diluar kemampuannya.
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(7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang &#eg&kutan kawin lagi,
maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminyajadie hapus
terhitung mulai ia kawin lagi.

Dalam hal perceraian yang dilakukan oleh PegawajeNeSipil pria
terhadap isterinya serta mempunyai anak maka hegdakal 8 ayat (2) Peraturan
Pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa “sepetiggian gaji untuk
Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sg@eliagian gaji untuk bekas
isterinya, dan sepertiga bagian gaji untuk analk ateak-anaknya.”

Penyerahan sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil ymmiak penghidupan

bekas isteri dan anak-anaknya tersebut diatur dekef@ntuan-ketentuan sebagai

berikut>®

a) Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembageanditetapkan
sebagai berikut:
(1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang
bersangkutan.
(2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya.
(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kedaskas
isterinya yang mengasuh dan memelihara anak tersebu
b) Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, makadiaagi dua,
yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yhagsangkutan
dan setengah untuk bekas isterinya.
c) Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil priagdersangkutan,

maka pembagiab gaji ditetapkan sebagai berikut:

% |bid hal. 71-73
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(1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang
bersangkutan.

(2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya.

(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kapad
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

d) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri | Sy@ng
bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas, isteka sepertiga
gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jundaak.

e) Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagkanpembayaran
bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulanriketnya bekas
isteri yang bersangkutan kawin lagi.

f) Apabila bekas isteri yang besangkutan kawin lagiasag semua anak
ikut bekas isteri tersebut, maka sepetiga gajptet@njadi hak anak
tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri pangangkutan.

g) Apabila anak telah berusia 21(dua puluh satu) talteu 25 (dua
puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih kelsk, yang
telah/pernah kawin, atau telah mempunyai pengimasismdiri maka
pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

h) Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah meai@n isterinya
dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan |ldamu
menceraikannya lagi, maka bekas isteri tersebtiatenenerima:

(1) Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Syaihg
bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai NeSjpil

tersebut.
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(2) Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeril Sypng
bersangkutan apabila anak mengikuti bekas isteri

(3) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeril $gmg
bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekasg isteka
sepertiga dari sepertiga gaji yang menjadi hak aoaldibagi
menurut jumlah anak.

Pembagian gaji sebagaimana tersebut di atas, adadajadi kewajiban
masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau d@ejalm yang ditunjuk
olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adBRedpawai Negeri yang
bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Peafigam Agama
Kabupaten Malang menyatakan bahwa untuk penerapagenai pasal 8 ayat (2)
tersebut sangatlah jarang untuk digunakan sebagtmpangan dalam putusan
hakim tentang perkara perceraian yang dilakukah &legawai Negeri Sipil di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dikékanaselama ini isi dari
gugatan maupun permohonan perceraian yang diajdkdengadilan Agama
Kabupaten Malang, di dalam petitumnya tidak menglegbuatau meminta sesuai
dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nd®oFahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan
perceraian Pegawai Negeri Sipil. Mayoritas merekiagymengajukan perceraian
tidak menyebutkan atau meminta sesuai dengan Basalt (2) tersebut. Mereka
hanya meminta penetapan atau putusan percera@rsedpngkan untuk masalah
kewajiban suami yang menceraikan isteri dan anaksaya diselesaikan sendiri

secara kekeluargaan. Akan tetapi meskipun tidakntindi dalam gugatan atau
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permohonan tentang penafkahan suami terhadap miatgandan anak-anaknya,
hakim secara ex officio dapat menetapkan sendhatap biaya nafkah terhadap
anak. Penetapan besarnya nafkah terhadap anakiakilierdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto PeraturareBetah Nomor 45 Tahun

1990 tersebut. Besarnya penetapan nafkah terhaulp ini didasarkan pada

kewajaran dan kemampuan dari sudmi.

Apabila dilihat dari putusan tersebut di atas #atiga putusan perceraian
yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak
mempertimbangkan sama sekali tentang Pasal 8 ayddraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 di dalam pertimbangan hukunmse@ara eksplisit. Di
dalam pertimbangan hukumnya hanya diambil pasalj& yaitu tentang adanya
izin dari atasan/pejabat tempat Pegawai Negeri Iitekerja. Hal ini
memperlihatkan ketidakefektifan dalam penerapan Baraturan Pemerintah
tersebut di dalam putusan hakim yaitu tidak sepeyahmempertimbangkan
Peraturan Pemerintah itu, tetapi hanya mengambégian pasal saja. Seharusnya
apabila dalam proses perceraian telah mempertillbangsesuai dengan
Peraturan Pemerintah itu maka akibat perceraiapagguga mempertimbangkan
Pasal 8 ayat (2) tersebut sehingga tercapai segiaskan hukum dari peraturan.

Adapun faktor penghambat dari penerapan Pasal 8 (@yaPeraturan
Pemerintah tahun 1983 di dalam contoh putusanadi i@lah karena ketentuan
pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19&3qWPeraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 ini bertentangan dengan hulglaml yaitu dalam hal

kewajiban suami terhadap mantan isteri setelaheb@rgang harus menanggung

% Hasil wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMselaku Hakim di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang.
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nafkah sampai isteri tersebut menikah lagi. Padahahurut hukum Islam
kewajiban suami terhadap mantan isteri hanya sebatsa iddah saja, setelah
lewat masa iddah suami sudah bebas kewajiban egshatantan isterinya.
Sedangkan untuk kewajiban biaya hadhanan masihkatesampai anak tersebut
dewasa atau telah berumur 21 tahun. Menurut Kosiglakum Islam pasal 149
menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus kaedak, tmaka bekas suami
wajib:

a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekesringt, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersellagd dukhul;

b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada sbelkteri selama
dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatalak ba’in atau nusyus
dan dalam keadaan tidak hamil;

c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya,sdaaroh apabila
gobla al dukhul;

d) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yehgmbmencapai
umur 21 tahun.

Hal senada juga dikatakan oleh Waryono, menyatdianwa apabila
suami telah menjatuhkan talak kepada isterinya nsaang suami memiliki
kewajiban-kewajiban, antara lain sebagai berikut:

1) Nafkah Madhiyah
Nafkah materi hadhiyal) adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari
hartanya untuk kepentingan isterinya berupa halsaay bersifat lahiriah
atau materi,

2) Nafkah iddah
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Nafkah yang wajib diberikan bekas suami kepada dekteri yang
diceraikannya untuk waktu iddah. Iddah bermaksuatusjangka waktu
yang perlu dilalui oleh isteri yang telah diceraikaleh suaminya (cerai
hidup atau mati). Isteri tersebut harus menunggaya dapat dipastikan
apakah ia hamil, sebelum dibolehkan menikah lagi.
3) Nafkah mut'ah
Nafkah mut'ah adalah pemberian bekas suami kepstda yang telah
dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainikgapjerceraian itu bukan
karena kesalahan isteri dan bukan kematian suami.
4) Kiswah
Kebiasaan yang dilakukan oleh seorang isteri dalamah tangga. Dalam
hal ini suami memberikan nafkah berbentuk pakaijakni kain baju
menurut ma’ruf bagi isteri yang ditalak selama meddah.
5) Maskan
Menyediakan perumahan, yakni tempat kediaman lsgriiyang telah
ditalak raj'i sedangkan bagi isteri yang ditalaKirbéhanya disediakan
tempat kediaman kalau dia dalam keadaan hamil setaasa iddaf{’
Sedangkan faktor pendorong adalah dalam hal nafkalk anak menurut
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10iTda883 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin penkamwidan perceraian
Pegawai Negeri Sipil ini merupakan suatu ketentyang sangat menjamin
haknya sebagai anak karena ia mendapat sebagaiaygajnya itu sampai ia

dianggap dewasa sehingga tidak ada permasalahian ajgbila seorang ayah

0 Hasil wawancara dengan Drs. Waryono, SH., selalkirii Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 18 Januari 2011.
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dikenai hukuman sesuai PP tersebut. Hal ini katiela& ada istilah mantan anak
setelah ada perceraian.

Kemudian setelah membahas tentang efektifitadalgimnya yaitu Pasal
8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1®98&a selanjutnya akan
dibahas efektifitas ditinjau dari sisi penegak hukya sendiri sebagaimana
berikut ini.

2. Faktor Penegak Hukumnya

Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan nkaneengadilan
merupakan forum hukum yang dapat memberikan kepatisgi para pihak
terkait pencari keadilan. Secara garis besar hukoara yang berlaku dalam
perkara perceraian menggunakan Hukum Acara Perddéemun terdapat
kekhususan yang berlaku dalam Hukum Acara di Pelagadgama, meliputi
kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat pergidan pemanggilan,
pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, sedlakganaan putusan.
Kekhususan Hukum Acara ini berlaku berdasarkan pRdsal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamzo Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndadgAdnNomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama.

Kompetensi pengadilan merupakan kekuasaan/kewemangatuk
mengadili sebuah perkara. Kompetensi Pengadilaatdibedakan menjadi dua,
yaitu:

a. Kompetensi absolut (wewenang mutlak daripada Hakim)
Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengatiilam memeriksa

jenis perkara tertentu, yang secara mutlak tidagataliperiksaoleh
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Pengadilan lain. Kompetensi absolut menyangkut laaspembagian
kekuasaan antara badan-badan peradilan yang didbat macam-
macamnya peradilan.

b. Kompetensi relatif (wewenang nisbi daripada Hakim)

Kompetensi relatif Pengadilan merupakan kewenarngargadilan jenis

tertentu yang dapat memeriksa sebuah perkara p&mwerKompetensi

relatif Pengadilan menyangkut pembagian kekuasamamk mengadili
sebuah perkara perceraian, antara pengadilan yangcam dan hal itu
tergantung pada tempat domicili tergudfat.

Profesionalitas aparat penegak hukum, yakni fillaékf yang membentuk
maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum igasamenentukan suatu
peraturan atau hukum itu dapat efektif atau tidattathm pelaksanaannya. Moral
dan Profesionalitas dari aparat penegak hukum saggat mempengaruhi suatu
hukum itu dapat dilaksanakan atau ditegakkan dirdahasyarakat sesuai dengan
asas dan tujuan hukum itu dibentuk. Dalam hal imngy dimaksud penegak
hukum disini ialah hakim di Pengadilan Agama KaliapaMalang dalam
menerapkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan PemerirdatoN10 Tahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan
perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam menjalankan tugasnya hakim diwajibkan kifgertindak secara
profesional dan sesuai dengan hati nurani, sehipggssan atau penetapan yang
diambil dapat menjamin keadilan, kepastian hukuam shembawa kemanfaatan

bagi semua pihak pencari keadilan. Hal ini sangattipg agar putusan yang

“1 Budi Susilo,Prosedur Gugat CeraPustaka Yustisia, Yogayakarta, 2008, hal. 50.
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dihasilkan tidak merugikan para pihak yang terlidah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Apabila memang benar-benar mengajukan permohonan gtigatan
perceraian maka langkah yang harus ditempuh adsdaia dengan prosedur
pengajuan perkara perceraian pada umumnya. Untukgajukan gugatan
perceraian maka harus ada syarat-syarat yang tigersuhi bagi Pegawai Negeri
Sipil yang akan melakukan perceraian yang padarmgsasama dengan syarat
perceraian pada umunya yaitu:

a. Surat Nikah Asli dan fotocopy

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

c. Uang (biaya perkara+register)

Pada prinsipnya perceraian bagi Pegawai Neger i8ipdipersempit dan
dipersulit karena Pegawai Negeri Sipil harus memtsadan yang baik bagi
masyarakat luas, khususnya dalam membina keluaag&inusus untuk Pegawai
Negeri Sipil maka persyaratannya ditamabah dengeat &in/rekomendasi dari
atasan, yaitu:

a. Jika Pegawai Negeri Sipil sebagai Pemohon/Penggug&tt harus ada
surat izin dari pejabat/atasan. Batas waktu utneknperoleh surat izin
dari atasan adalah 6 bulan.

b. Jika Pegawai Negeri Sipil sebagai Termohon/Terguggita harus cukup
dengan surat keterangan/rekomendasi dari pejadosdfat yang isinya

menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersaagk telah
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digugat/mendapat gugatan cerai dari suami/isteridgamgan disertai

salinan gugatan tersebfit.

Pada proses pemeriksaan perceraian Pegawai Nagegrs&na dengan
pemeriksaan pada perceraian umum, akan tetapipegrdeeberapa perbedaan,
yaitu:

a. Jika pada waktu pendaftaran Pemohon/Penggugat yenstgtus sebagai
Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat izin a@@san maka pada
sidang | (pertama) oleh Ketua Majelis Hakim sidakgn ditunda selama
6 bulan. Dengan perintah agar mengurus surat a&inatasannya.

Apabila dalam tenggang waktu 6 bulan tersebut sudamperoleh surat

izin untuk bercerai dari atasan maka pemohon/peygjgiapat memohon

diajukan hari tanggal persidangan dari yang telidétappkan tersebut di

atas.

Jika pemohon /penggugat tidak mengajukan untuk naértanggal sidang

maka tanggal sidang akan tetap sesuai dengan tasgiEng yang

ditetapkan oleh Majelis Hakim pada waktu sidandgrea.

b. Apabila dalam waktu 6 bulan Pegawai Negeri Sipilseébut belum
mendapatkan surat izin dari atasan maka Majelisirdakenawarkan
kepada pemohon/penggugat apakah sidang tetaputilanjatau tidak
Ada dua konsekuensi yang harus dilakukan apabi@wa Negeri Sipil

bersangkutan dalam waktu 6 bulan belum mendapatkiat izin perceraian dari

atasannya yait(?

2 Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.

3 Hasil Wawancara dengan Widodo Suparjiyanto,SHaksePanitera Muda Hukum di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 18 April 2011.



82

a. Perkara perceraian tetap diteruskan.

Apabila pemohon/penggugat tetap ingin melanjutkarkgra tanpa surat

izin untuk bercerai dari atasan maka pemohon/payaiguarus membuat

surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa naet&ap dilanjutkan
tanpa surat izin dari atasan dan berani menanggesigo apapun dari
atasan berkaitan dengan sanksi terhadap Pegaweri&gjl.

b. Perkara perceraian dicabut.

Pemohon/penggugat mencabut perkara perceraian tgéaig didaftarkan

di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakambemendapatkan

surat izin dari atasannya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahtuk masalah
perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diajukan digadilan Agama Kabupaten
Malang jumlahnya tidak terlalu tinggi dibandingkdangan perkara perceraian
orang biasa. Bisa dibuat prosentase kira-kira @eb¥% sampai 10% dari seluruh
perkara perceraian pada umumnya di Kabupaten Malt#adgni dikarenakan para
Pegawai Negeri Sipil ini merupakan orang-orang ybaegpendidikan sehingga
untuk mengajukan perceraian itu perlu pertimbangamg panjang serta
perceraian merupakan pintu darurat atau pintu beralalam mencari jalan keluar
dari suatu permasalahan suatu keluarga/rumah tar@gfangga jumlah angka
perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil yaagudan di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang masih tergolong rendah.

Menurut beliau Pengadilan Agama Kabupaten Malarngndanemeriksa

perkara perceraian dari Pegawai Negeri Sipil yapgsdngkutan, pengadilan

** Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.
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menyusun Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang dilmleth Ketua Pengadilan
Agama untuk menunjuk Majelis Hakim yang mengadéikara setidak-tidaknya
terdiri dari tiga Hakim, yaitu seorang Hakim KetMajelis dan dua orang Hakim
Anggota, serta dibantu oleh satu orang Paniterayd®emi. Kemudian Majelis

Hakim mempelajari perkara perceraian tersebut urgelanjutnya membuat
Penetapan Hari Sidang (PHS) yaitu untuk menentegran, tanggal, bulan,

tahun, jam serta tempat sidang perceraian terssfarn dilaksanakan secepat-
cepatnya tiga hari dan selambat-lambatnya tigahpulari setelah diterimanya
surat permohonan beserta lampiran-lampirannyairSélajuga terdapat perintah
jrursita pengganti untuk memanggil para pifiak.

Setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dant, paiaka menurut
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984angntPetunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahudy Peéfigadilan sebelum
memulai pemeriksaan memerintahkan terlebih dahejpata Pegawai Negeri
Sipil yang mengajukan permintaan izin untuk berc&epada pejabat yang
berwenang dan memberi waktu bagi Pegawai Negeril $psebut untuk
mendapatakan izin dari pejabat yang dimaksud, gidénnda selama-lamanya 6
bulan dan tidak diperpanjang lagi. Apabila setedsktu 6 (enam) bulan telah
lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mbata surat
permohonan/gugatan perceraiannya, maka Hakim dikanu memberikan
peringatan kepada yang bersangkutan dengan menpaizkketentuan-ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang ntesanési-sanksi tentang

%5 Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.
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disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa pembatlzen dengan tidak hormat
atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negefi Sipi

Sanksi yang diberikan diberikan kepada Pegawai Me8mil yang
bersangkutan adalah wewenang dari pejabat yangebhang menurut disiplin
pegawai, Hakim hanya menyidangkan perkara dalarpdrabra perceraian, maka
tentang sanksi yang akan diterima Pegawai Neggul &rsebut diserahkan
kembali pejabat yang berwenang sebab sanksi ydoegikiin bukan suatu aturan
dalam hukum acara tetapi lebih cenderung padalidigipgawai*®

Dalam satu bulan setelah putusnya perceraian yadghsmempunyai
kekuatan hukum tetap, pengadilan mengirimkan salipatusannya kepada
pejabat, maka pejabatpun berhak memberikan saagada Pegawai Negeri Sipil
tersebut tanpa meminta persetujuan lagi dari Hakem pengadilan, sanksi yang
diterapkan tergantung daripejabat yang berwenargglnya karena masa kerja
Pegawai Negeri Sipil yang sudah lama atau jabatain Regawai Negeri Sipil
tersebut.

Karena Hakim telah menyerahkan sepenuhnya sanksebig kepada
pejabat yang berwenang, maka Hakim/Pengadilan pdakah mengetahui sanksi
apa yang telah diberikan pejabat kepada PegawaerN&gil tersebut, karena
pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahakaun melaporkan kepada
Hakim atau Pengadilan tentang sanksi yang diberkepada Pegawai Negeri
Sipil tersebut, karena hubungan antara PegawairN8gel dengan Hakim atau

Pengadilan sudah tidak terkait sama sekali.

8 Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.
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Berdasarkan putusan perceraian di atas hakim bdspah mengapa tidak
menggunakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan PemerirdhbinT1983 karena para
pihak yang berperkara tidak meminta di dalam gugpemohonan perceraian
yang diajukan dalam persidangan. Sehingga hakiak tdemutus berdasarkan
Peraturan Pemerintah tersebut disebabkan ia tediagan azas hukum acara
yaitu Ultra Petitum PartemHakim seharusnya mengerti bahwa Pegawai Negeri
juga mempunyai peraturan sendiri yang lebih khysusy mengatur akibat dari
perceraian selain dari peraturan yang lebih umwhingga hakim juga harus
menegakkan Peraturan Pemerintah ini demi terjarairsiplin Pegawai Negeri
serta terjaminnya hak nafkah anak yang ditinggadi@@ang tuanya.

Drs. Waryono, SH., selaku Hakim Pengadilan Agambugaten Malang
mengatakan bahwa untuk pelaksanaan pasal 8 agat®i{u bisa mempermudah
juga kadang-kadang mempersulit. Bisa mempermuddamdarti biasanya
penyelesaian tentang sepertiga bagian gaji seselagad pasal 8 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Tahun 1983 telah diselesaikatingkat atasannya.
Sehingga mempermudah Hakim/Pengadilan dalam hal etayghan atau
memutuskan tentang pembagian gaji mengikuti kesgpakersebut karena telah
disepakati antara pihak yang sedang berperkara.pdiesmlit dalam arti apabila
belum atau tidak terjadi kesepakatan diantara pip@kggugat/pemohon dan
tergugat/termohon mengenai pembagian gaji tersetaka Hakim/Pengadilan
akan mempertimbangkan sendiri. Akan tetapi tidatdd®arkan pada Peraturan
Pemerintah tersebut tetapi berdasarkan syariatthuklam karena di Pengadilan

Agama tugasnya adalah menegakkan syariat [$lam.

" Hasil Wawancara dengan Drs. Waryono, S.H., Hakéngadilan Agama Kabupaten
Malang, 18 Januari 2011.
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Meskipun tidak meminta di dalam gugatan mengentkamauntuk bekas
isteri dan anaknya tetapi hakim secara ex officga menetapkan nafkah untuk
anaknya. Karena di dalam Pengadilan Agama hukumamga khusus seperti
yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahu891Bentang Peradilan
Agama khususnya Pasal 78. Akan tetapi penetapastsép tidak berdasarkan
Peraturan Pemerintah tersebut tetapi berdasarkanaSyslam dan berdasarkan
kepatutan dan kemampuan dari suami. Apabila ditatagesuai dengan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut maka Hakan enelanggar azddltra
Petitum Partentialam HIR yaitu tidak memutus melebihi apa yanginia*®

Hambatan untuk menerapkan ketentuan Pasal 8 ayatP¢2aturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut adalamhtitak menerima gugatan
atau petitum yang memuat agar perceraian itu dépsguai dengan PP tersebut.
Selain itu Hakim tidak berani memutus perceraiasuaie dengan PP tersebut
dikarenakan takut melanggar azas dalam hukum aeaina memutus melebihi
apa yang diminta sebelum adanya kesepakatan am@ra pihak untuk
menerapkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintaebte, serta Hakim
memberikan kelonggaran dengan menyerahkan sepeaulpslaksanaan
pembagian gaji kepada PNS yang bersangkutan. Sghuteyi segi para penegak
hukum dapat dikatakan belum efektif dalam menegakkeraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1983 khususnya pasal 8 ayat (Hlats

Kemudian setelah membahas tentang efektifitas*sisegak Hukum yaitu

para hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malangndahenerapkan Pasal 8

8 Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 168&%a selanjutnya akan
dibahas efektifitas ditinjau dari sisi sarana deasgrana sebagaimana berikut ini.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor selanjutnya adalah Prasarana dan sarana tgasgdia dalam
menunjang pelaksanaan hukum itu sendiri. Dalamnih@dalah fasilitas apa saja
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Mgladalam rangka
menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsimgayaesalah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilang yaeragama Islam
mengenai perkara perdata tertentu.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini telah menfgikilitas 3 ruang
sidang sehingga telah cukup memadai untuk memeriksamutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertameranorang-orang yang
beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infag;
h. shadagah; dan
i. ekonomi syari'ah.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang aeradslam” adalah

termasuk orang atau badan hukum yang dengan ser@dimenundukkan diri
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dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halfaalg menjadi
kewenangan peradilan agama sesuai dengan Undaragiridomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Laporan Perkara yang diterima Pengadilagama
Kabupaten Malang pada Tahun 2010 yang paling pesaahnya adalah perkara
perceraian. Perkara perceraian yang diterima Pdagadgama Kabupaten
Malang adalah sejumlah 6024 perkara, dimana 3%tatemya diajukan oleh
Pegawai Negeri Sipil. Dengan angka sebesar itu mahki@k memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian ehgaang sidang saat ini
telah cukup memadai dan masih bisa menampung.

Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang jugngkapi dengan
fasilitas Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Panifeida dan Panitera Pengganti,
Ruang Panitera Muda Hukum/Jurusita Pengganti, Ruanygakil
Panitera/Informasi, Ruang Panitera Muda Permohofarang Meja 3/Kasir,
Ruang Tunggu, Ruang Meja 1, dan Resepsionis sarshd/a.

Fasilitas tersebut di atas selama ini telah bek&fmra maksimal sesuai
dengan tugas masing-masing yang sesuai dengamsisteuk melaksanakan
proses beracara dalam persidangan. Sehingga peseEs pengajuan perkara
yang ditangani dan diperiksa Pengadilan Agama Katemp Malang dapat
berjalan dengan baik dan lancar. Mulai dari Préssajuan Perkara, masyarakat
yang akan mengajukan perkara harus ke Meja | upardaftaran perkara dan
pengambilan nomor antrian. Setelah itu menungguruding tunggu untuk

selanjutnya menuju ke Meja | untuk mengurus Bantlembuatan Surat
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Gugatan/Permohonan andaikata ia belum membuatngtelaB itu menuju
Kasir/Meja 11l untuk melakukan Pembayaran panjaryhiperkara.

Kemudian untuk Proses Persidangan masyarakat ykagy lersidang
pada hari yang telah ditentukan harus ke Meja #$iK terlebih dahulu untuk
mengantri tempat persidangan untuk perkaranyalaBeteenunggun di Ruang
Tunggu hingga perkaranya dipanggil ke ruang sidartigk disidangkan. Setelah
semua proses persidangan selesai sampai dengasamutuaka ia harus
membayar biaya perkara di Meja lll/Kasir setelahbisa pulang.

Dengan proses-proses yang telah dilaksanakan terskbatas maka
sampai saat ini walaupun menerima perkara perceyaiag temasuk jumlah yang
sangat banyak, Pengadilan Agama Kabupaten Malargihnmmasa menangani
semua perkara itu dengan baik dan sesuai dengatuygzaT yang berlaku.

Akan tetapi Pengadilan Agama dalam masalah pembagip oleh PNS
yang melakukan perceraian tidak bisa melaksanak#tnsgnnya (eksekusi)
sendiri, tetapi harus diserahkan pelaksanaannyadkepnstansi tempat PNS
bekerjaSementara itu khusus mengenai pelaksanaan puteissek(isi) terhadap
pembagian gaji oleh PNS terhadap mantan istrinyankkabercerai sebagaimana
diatur dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan PemeriNtahor 10 Tahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk peenudah
pelaksanaannya maka menjadi kewajiban atasan laggsari Pegawai Negeri
Sipil tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas apabifgaditdari segi sarana
dan prsarana bahwa fasilitas yang dimiliki oleh g2ellan Agama Kabupaten

Malang telah memenuhi standar dalam rangka menagriksemutus, dan



90

mengadili suatu perkara perceraian yang diajukah para pencari keadilan yang
beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Malamfirga putusan-putusan
yang diambil oleh hakim seharusnya memberikan kasalilan dan kepastian
hukum bagi para pihak dengan fasilitas pendukumng yalah memadai tersebut.

Kemudian setelah membahas tentang efektifitassaisina dan prasarana
yaitu fasilitas yang dimiliki di Pengadilan Agamaallupaten Malang dalam
rangka menerapkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan ReaieNlomor 10 Tahun 1983,
maka selanjutnya akan dibahas efektifitas ditijat sisi dukungan masyarakat
sebagaimana berikut ini.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitastusdaukum atau
peraturan adalah masyarakat. Hal ini karena suatatyran atau hukum dibuat
adalah untuk mengatur pola tingkah laku orang atasyarakat agar menjadi
tertib hukum. Apabila suatu peraturan atau hukumgyedibuat tersebut tidak
ditaati dan tidak dilaksanakan maka hukum atautpena itu menjadi tidak
berjalan dengan baik yang menjadikan suatu perataemjadi tidak efektif.

Dalam hal perceraian yang dilakukan oleh PegawaeNeSipil maka
akan berlaku Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemeridator 10 Tahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentamg Rerkawinan dan
Peceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai akiloait perceraian. di dalam
pasal 8 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa Penmbggjaatas Pegawai Negeri
Sipil Pria ialah “sepertiga untuk Pegawai NegepilSpria yang bersangkutan,

sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertigekiantak atau anak-anaknya.”
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Ketentuan seperti itu ternyata sebagaian besargdgatan/permohonan
yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Majada tahun 2010 tidak
ada yang meminta ditetapkan sesuai dengan keterResasturan Pemerintah
tersebut. Ini mengindikasikan pengetahuan masyarskg#ang ketentuan ini
mayoritas belum atau tidak mengetahuifiy/élal ini diakibatkan karena mereka
yang mengajukan perceraian hanya berfikir ingircé@ saja karena dorongan
emosional antara pasangan suami isteri tersebunggghterkadang mengabaikan
atau melupakan tentang nasib anaknya. Padahap defijadi perceraian yang
paling menjadi korban adalah sang anak, dimana amialharus ada yang
melindungi hak-haknya setelah ditinggal cerai ddetlua orang tuanya. Apabila
tidak ada yang mengurus dan melindungi hak-hak amakmaka besar
kemungkinan anak ini akan terlantar baik dari segaterial maupun
immaterialnya’

Di dalam perceraian pasangan suami isteri yangekarbanyalah suami
dan isteri tersebut tetapi anak tidak ikut berce8ahingga kewajiban ayah untuk
menafkahi anak tersebut masih terus dilakukan Ringgak tersebut berusia
dewasa atau umur 21 tahun atau telah/pernah k&etentuan dalam Pasal 8
ayat (2) tersebut pada dasarnya telah cukup melgmdkepentingan dari sang
anak, akan tetapi yang paling sulit untuk melakkanaya adalah suami apabila
menggunakan daripada ketentuan tersebut. Hal m@nkaPegawai Negeri Sipil
Pria selain harus menyerahkan sepertiga bagianugiiik sang anak ia juga

masih harus menanggung sepertiga bagian gaji umaktan isteri. la pasti

9 Hasil Wawancara dengan Drs. Waryono, S.H., Hakéngadilan Agama Kabupaten
Malang, 18 Januari 2011.

* Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Zainuri, S.H.HMHakim Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, 14 Januari 2011.
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keberatan karena sudah bercerai tetapi juga haemamygung mantan isterinya
sampai mantan isterinya itu menikah. Tetapi untdnamggung anak mungkin
tidak masalah. Sehingga untuk melaksanakan ketentuianasih banyak yang
keberatan khususnya pihak suami. Dibutuhkan kes¢pakdiantara suami dan
isteri untuk mengenakan pasal 8 ayat (2) PeratBeanerintah Nomor 10 tahun
1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahu@ 1€&&ang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan untuk menerapkan Pasal 8 ayat (2) PematResmerintah
Nomor 10 Tahun 1983 dalam contoh putusan di alals Ehwa pihak isteri yang
berstatus swasta tidak mengetahui adanya ketentiamalam Peraturan
Pemerintah tersebut sehingga mereka tidak memiatamd petitumnya untuk
diputus sesuai dengan peraturan tersebut. Hal kilbat suaminya juga tidak
memberitahukan semasa masih menjadi suami istemi jdga kurangnya
sosialisasi dari penegak hukum dan instansi petaban tentang adanya
Peraturan Pemerintah tersebut kepada masyaraksuisiya para isteri dari PNS.
Sehingga dari segi masyarakat juga kurang efeldibrd rangka mendukung
penegakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 100 T&83 tersebut.

Kemudian setelah membahas tentang efektifitaslglaingan masyarakat
yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang P8salyat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam proses pé&nedaPengadilan Agama
Kabupaten Malang maka selanjutnya akan dibahadiféggek ditinjau dari sisi

budaya hukum sebagaimana berikut ini.
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5. Faktor Kebudayaan

Efektifitas hukum ditinjau dari budaya hukum dalamantoh putusan
perceraian di atas adalah sebagai berikut. Pearedahulu dianggap sebagai
suatu aib dari suatu keluarga atau rumah tanggg gapat membuat pencitraan
di masyarakat menjadi buruk. Di dalam kebudayaasyarakat akibat perceraian
ini biasanya memperoleh hukuman/sanksi dari makgtusecara tidak langsung
berupa dikucilkan atau hubungan dengan masyaradajai renggang. Sehingga
membuat orang berfikir ulang atau mempertimbandgembali untuk melakukan
perceraian.

Akan tetapi pada saat sekarang ini perceraianrblaga menjadi sesuatu
yang harus ditutupi bahkan cenderung tidak meraalu rapabila perceraian
tersebut untuk dipublikasikan. Perceraian sekadiagggap bukan lagi sesuatu
yang tabu yang dianggap sebagai suatu aib kelws#ddga tetapi sudah menjadi
bagian dari gaya hidup rumah tangga saat ini. Radabkum asal dari
perceraian/talak adalah makruh (tercela). Sebagairhadis riwayat Abu Daud
dan Ibnu Majahh dar Ibnu Umar yang mana RasuluBs#W mengatakan
“Sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibeneihAilah Talak®*

Hal ini dapat dilihat dari perkara perceraian yalitgrima di Pengadilan
Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010 termasukaaysng sangat tinggi
dengan jumlah 6024 perkara perceraian dimana se¥dtadari angka tersebut
lalah perkara perceraian yang diajukan oleh Pegbiegeri Sipil yaitu berjumlah
183 perkara. Walaupun jumlahnya tergolong rendaim d&tapi sebagai seorang

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi abdi negara ssinga menjadi teladan bagi

1 prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.Hukum Perkawinan Indonesia Menurut
Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agai@¥, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 163.
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masyarakat biasa dalam hal mematuhi peraturanyparatyang dibuat oleh
pemerintah. Apabila memang benar-benar melakukere@@an maka baik mulai
dari proses sampai dengan akibat dari perceraiaaligt seharusnya berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junctatiran Pemerintah Nomor
45 Tahun 1990 tentang lIzin Perkawinan dan PerceBegi Pegawai Negeri
Sipil sebagai Peraturan Disiplin Pegawai.

Dengan penaatan Pegawai Negeri Sipil dalam peratlisgplin pegawai
tersebut maka akan memberikan teladan yang badgaebentuk rasa peduli dan
tanggung jawab sebagai orang tua terhadap andk tedbatas meskipun orang
tuanya telah bercerai. Hal ini dikarenakan tida# estilah mantan anak meskipun
pasangan suami isteri tersebut telah bercerai.n§ghi pemenuhan hak anak
sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan PemeNotalbr 10 Tahun 1983 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentailg Rerkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai PamatDisiplin Pegawai dapat
terjamin dan mendapat kepastian hukum.

Akan tetapi mayoritas dari perkara perceraian ydiggukan Pegawal
Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kabupaten Malangldya malu dan rasa
bersalah dari Pegawai Negeri Sipil belum ada. Haldiapat dilihat dengan
jarangnya atau tidak adanya permohonan perceragawi Negeri Sipil ini
yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturaeriéam Nomor 10 Tahun
1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 TahurD 188sebut. Dari sini
mengindikasikan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersesleagaja menghindar dari
peraturan disiplin pegawai yang mengikat merekayysharusnya sudah menjadi

kewajiban mereka untuk mematuhinya.
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Adanya hambatan-hambatan di atas merupakan suagalahasaat ini
dalam rangka penegakan salah satu peraturan digpljawai dimana masih
adanya kelonggaran-kelonggaran di dalam suatu ratug@gng mana
mengakibatkan suatu peraturan menjadi tidak atawanku efektif untuk
dilaksanakan. Seharusnya baik penegak hukum mapggabat yang berwenang
bekerjasama untuk menegakkan hukum bagi PegawarNeipil sebagai contoh
di dalam masyarakat dalam hal mematuhi dan melaksarhukum.

Sehingga efektifitas dari pasal 8 ayat (2) Peratitemerintah Nomor 10
Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45u7d990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipiPengadilan Agama
Kabupaten Malang dalam rangka menyelesaikan pergaraeraian Pegawai
Negeri Sipil kurang efektif karena saling menggagikan satu sama lain.
Seharusnya tanpa dimintapun di dalam gugatan agsmwnghonan tentang
pembagian gaji tersebut hakim seharusnya memutsisaiselengan Peraturan
Pemerintah tesebut karena Peraturan Pemerintalpaken salah satu Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia sehingga hakimwagh mempertimbangkan

dan menegakkannya dalam putusannya secara jeldsgis?

®2 Hasil Wawancara dengan Bapak Husnhi Thamrin,SH, ,Midlaku Pengacara dan
Konsultan Hukum, 29 April 2011.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dipaparkan di dalam hamhelitian dan
pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kempahwa efektivitas Pasal
8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun #8&8n perkara perceraian
oleh Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan di PengadiAgama Kabupaten
Malang kurang efektif untuk diterapkan di dalamysain majelis hakim. Hal ini
karena dari 3 kasus hanya 1 kasus yang mencanturakeara eksplisit
menghukum untuk memberikan nafkah kepada anak samnala tersebut dewasa,
1 kasus ditolak untuk diberikan nafkah karenaiidierbuat nuzus , dan 1 kasus
tidak tercantum secara eksplisit dalam putusannmakatuk menghukum ayah
memberikan nafkah anak namun atas itikad baik dgah tetap memberikan
nafkah untuk anak melalui mantan isterinya. Setangik dari segi penerapan
pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 mdf83 dalam putusan

maupun dari segi pelaksanaan hak anak adalah kefekigf.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-garandapat dijadikan
masukan antara lain:
1. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk mekdre hukuman
yang tegas dan jelas terhadap Pegawai Negeri Bi@l yang telah

bercerai sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Perat@nawerihitah Nomor 10

96
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Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47d®90 di dalam
putusannya. Memberikan  tembusan  salinan  putusan g yan
menginstruksikan kepada pejabat berwenang supayanbaggkan
sebagian gaji PNS yang bersangkutan kepada an&kyanaan mantan
istrinya. Memberikan sosialisasi hukum kepada PN&upun istri PNS
tentang pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tdl®88 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, meimget peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan perceraian sestajikan-kewajibannya
setelah perceraian kepada anak-anaknya maupun nmateanya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junatati?an Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 khususnya pasal 8. Memilikiidqemn untuk
dipotong gajinya. Memberikan nafkah anak walausteri berbuat nuzus,
karena tidak ada hubungan sama sekali antara raek@ksn hak anak
dengan perbuatan isteri nuzus.

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junctaté?@n Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990, mengubah sebagian ketentuag tgadapat di
dalam pasal 8 tersebut khususnya mengenai batdsepamsebagian gaji
terhadap mantan isteri hanya dibatasi sampai numshisaja sehingga
pasal ini bisa diterapkan secara efektif dalam grerkerceraian PNS yang
diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

. Mantan isteri PNS, Mengetahui akan peraturan yaeditan dengan

PNS. Diharapkan secara aktif meminta sebagian rmgajitan suaminya
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kepada bendaharawan tempat mantan suaminya bewfitgsdirinya dan

anaknya.

. Dinas terkait di Malang, Menjalankan perintah daengadilan Agama
untuk membagikan sebagian gaji PNS kepada mantanys sesuai

dengan putusan Pengadilan Agama dengan sebaikybaikidan

memberikan sanksi bagi PNS yang tidak mau membaggebagian
gajinya kepada anak dan mantan isterinya. Memhbeskaialisasi tentang
pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 198&g Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 kepada Pegawai N8gpr maupun

isteri Pegawai Negeri Sipil.
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